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Ayat Kursi (QS. Al-Baqarah, 255) 

            
                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                              

                                                                                                          

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal 

lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. 

Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi 

syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan 

mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu 

Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. 

Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi 

Maha Besar. 

 

 

"Wahai manusia, cobalah untuk berlaku jujur karena Allah akan menolong orang-

orang yang jujur. Hindari berbohong karena itu akan merusak imanmu. 

Ketahuilah bahwa orang jujur berada di ambang kemuliaan dan kehormatan, 

sementara pendusta berada di ambang kehancuran dan kebinasaan." 

 

(Kata-kata Mutiara Islam) 
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ABSTRAK 

Di dalam tesis ini akan menjelaskan mengenai perjanjian waralaba yang 

memuat tentang klausul non kompetisi, selain itu perlindungan hukum bagi para 

pihak juga akan dibahas didalamnya.  Berbicara tentang perjanjian maka tidak 

lepas dari buku ke III KUHPerdata tentang perikatan, karena buku ke III 

KUHPerdata merupakan sumber aturan bagi para pihak dalam membuat suatu 

perjanjian. Perjanjian waralaba (franchise ) merupakan salah satu jenis perjanjian 

dimana isi dari perjanjian sudah ditentukan oleh (franchisor), sehingga dalam 

praktik Perjanjian waralaba (franchise) mengenal adanya klausul non kompetisi, 

yang mana klausul tersebut memberikan batasan kepada (franchisee) seperti 

dicantumkannya ketentuan setelah berakhirnya perjanjian maka pihak franchisee 

dibatasi untuk tidak berusaha dalam bisnis yang sejenis dengan usaha franchise 

yang sebelumnya telah dijalani selama periode tertentu. Tujuan penelitian ini 

yaitu 1) Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum akibat klausul non 

kompetisi dalam Perjanjian waralaba (franchise), 2) Mengetahui dan menganalisis 

mengenai klausul non kompetisi apakah telah memenuhi unsur pasal 1320 

KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, 3) Mengetahui contoh akta 

perjanjian waralaba.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

normatif dengan sumber data sekunder. Dipilihnya metode yuridis normatif dalam 

penelitian ini dikarenakan sasaran penelitian yakni untuk mengetahui mengenai 

klausul non kompetisi dalam perjanjian waralaba serta perlindungan hukum bagi 

para pihak.  

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai perlindungan hukum akibat 

klausul non kompetisi dalam perjanjian franchise (waralaba) Restoran Serba 

Wenak dijelaskan bahwa dalam Pasal 13 draft kontrak franchise mengenai rahasia 

dagang bahwa franchisee diwajibkan untuk merahasiakan sistem, manajemen dan 

cara-cara pengelolaan restoran yang didapat dari franchisor selama dalam masa 

perjanjian berlangsung maupun telah berakhir. Salah satu Karakteristik daripada 

franchise Restoran Serba Wenak diantaranya adalah harus ada suatu perjanjian 

(kontrak) tertulis, dalam hal ini perjanjian franchise Restoran Serba Wenak 

dituangkan dalam akta perjanjian yang telah disepakati oleh pihak franchisor yang 

diwakili oleh direktur perusahaan Bapak Drs. M. Adung Darmadung dengan 

pihak franchisee yaitu Ibu Leni Marleni. 

 

Kata Kunci : Klausul Non Kompetisi, Perlindungan Hukum, Perjanjian 

Waralaba 
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ABSTRACT 

This thesis will explain about the franchise agreement which contains the 

non-competition clause, besides that the legal protection for the parties will also 

be discussed in it. Talking about agreements, it cannot be separated from the third 

book of the Civil Code on engagement, because the third book of the Civil Code is 

a source of rules for the parties in making an agreement. A franchise agreement 

(franchise) is one type of agreement where the contents of the agreement have 

been determined by the (franchisor), so that in practice the franchise agreement 

(franchise) recognizes the existence of a non-competition clause, in which the 

clause provides limitations to the (franchisee) such as the inclusion of provisions 

after expiration. the agreement, the franchisee is limited not to do business in a 

business similar to the franchise business that has previously been undertaken for 

a certain period. The purposes of this study are 1) Knowing and analyzing the 

legal protection due to the non-competition clause in the franchise agreement, 2) 

Knowing and analyzing the non-competition clause whether it has fulfilled the 

elements of Article 1320 of the Civil Code regarding the terms of the validity of 

the agreement, 3) Knowing the example of the franchise agreement deed. 

The method used in this study is a normative research method with 

secondary data sources. The normative juridical method was chosen in this study 

because the research objective is to find out about the non-competition clause in 

the franchise agreement and legal protection for the parties.  

The results of research conducted on legal protection due to non-

competition clauses in the franchise agreement of Serba Wenak Restaurant 

explained that in Article 13 of the draft franchise contract regarding trade secrets 

that franchisees are required to keep the system, management and methods of 

restaurant management obtained from the franchisor during during the term of 

the agreement or has expired. One of the characteristics of the Versatile Wenak 

Restaurant franchise is that there must be a written agreement (contract), in this 

case the Wenak Restaurant franchise agreement is stated in the deed of agreement 

that has been agreed upon by the franchisor represented by the company director, 

Mr. Drs. M. Adung Darmadung with the franchisee, namely Mrs. Leni Marleni, 

 

Keywords: Non-Competition Clause, Legal Protection, Franchise Agreement 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Perkembangan zaman saat ini selalu beriringan dengan lahirnya 

hubungan hukum antar pelaku usaha yang semakin beragam, sehingga 

membutuhkan suatu perjanjian yang dapat menjadi alat kontrol dalam 

melakukan tindakan. Dalam dunia usaha sangat membutuhkan kerjasama 

diantara pelaku usaha, hal tersebut berguna untuk mengembangkan potensi 

usaha. Melakukan kerjasama di dalam praktik berbisnis sangat memerlukan 

suatu kepastian hukum guna untuk menjamin hak dan kewajiban pelaku usaha. 

Untuk menjamin hak dan kewajiban pelaku usaha maka diperlukan suatu 

perjanjian, khususnya perjanjian tertulis. 

Dasar perjanjian dapat dibuat secara lisan dan tertulis, didalam kehidupan 

bermasyarakat masih banyak masyarakat melakukan perjanjian secara lisan, 

akan tetapi untuk memberikan perlindungan hukum lebih kepada para pihak, 

khususnya jika terjadi wanprestasi atau salah satu pihak tidak memenuhi 

prestasinya, dapat dengan mudah untuk membuktikannya. Mengingat dalam 

masyarakat yang modern saat ini sangat diperlukan perjanjian yang dibuat 

secara tertulis. 

Berbicara tentang perjanjian maka tidak lepas dari buku ke III 

KUHPerdata tentang perikatan, karena buku ke III KUHPerdata merupakan 

sumber aturan bagi para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Salah satunya 

yaitu syarat sahnya suatu perjanjian, maka harus selalu mengacu pada Pasal 



2 

 

 
 

1320 KUHPerdata. Apabila bertentangan dengan Pasal 1320 maka memiliki 

konsekuensi hukum baik itu perjanjian dapat dibatalkan atau perjanjian batal 

demi hukum. Maka dari itu didalam perjanjian dikenalah syarat subyektif dan 

objektif dalam membuat suatu perjanjian. Ketika syarat subyektif tidak 

terpenuhi, seperti cakap dan sepakat tidak terpenuhi maka perjanjian tetap sah, 

akan tetapi dapat dimintakan pembatalan terhadap perjanjian tersebut, hal 

tersebut berbeda ketika syarat objektif tidak terpenuhi maka secara otomatis 

perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.
1
 

Perkembangan saat ini sangat beragam bentuk dan isi dari suatu 

perjanjian yang di buat oleh para pihak. Hal tersebut didasarkan pada pasal 

1338 KUHPerdata. Pasal 1338 KUHPerdata mengatur tentang prinsip 

kebebasan berkontrak, dengan adanya prinsip tersbut para pihak diberikan 

kebebasan untuk menentukan bentuk dan isi dari perjanjian yang mereka 

sepakati. Salah satu wujud dari Pasal 1338 KUHPerdata yaitu perjanjian 

waralaba (franchise), perjanjian yang banyak dilakukan oleh masyarakat pada 

saat ini adalah perjanjian dengan menggunakan sistem waralaba (franchise). 

Franchise di Indonesia banyak di gunakan oleh pelaku-pelaku usaha pada saat 

ini, karena hal tersebut dianggap salah satu cara untuk memasarkan bisnis yang 

efektif. Franchise pada saat ini sudah merambah dalam segala bidang usaha, 

baik, makanan, minuman dan bidang usaha lainnya. 

Perjanjian dengan menggunakan sistem franchise sangat memberikan 

kemudahan bagi pelaku usaha pemula yang tidak memiliki produk ataupun 

                                                             
1
 Gunawan, Wijaya. (2003). Jual Beli. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal. 68. 
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usaha sendiri, karena dalam sistem franchise perusahaan induk (franchisor) 

memberikan kepada individualatau perusahaan lain (franchisee) dengan hak-

hak istimewa untuk melaksanakan suatu sistem usaha, menggunakan barang 

dan jasa milik perusahaan induk, selama waktu dan disuatu tempat yang telah 

ditentukan.
2
 

Pengaturan tentang perjanjian, khususnya waralaba (franchise ) tidak 

hanya mengacu pada KUHPerdata, akan tetapi pengaturan tentang waralaba 

(franchise ) telah lama diakomodir oleh regulasi di Indoneisa, seperti dengan 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 Tanggal 18 Juni 

1997 tentang Waralaba, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

RI No.259/MPP/KEP/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan 

Pendaftaran Usaha Waralaba
3
. 

Konsep Kerjasama merupakan sebuah hal yang menguntungkan antara 

dua pihak dalam mengembangkan usaha masing masing, baik franchisor 

maupun franchisee, Hal ini sesuai dengan Firman Allah Ta’ala dalam konsep 

Ta'awun dan syirkah. Firman Allah SWT : 

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya" (QS Al-Maidah Ayat 2). 

 

Rasulullah juga menerangkan sisi positif dari bersyarikat ini yaitu dalam 

hadist Qudsi : Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu menuturkan : Rasulullah 

SAW bersabda : sesungguhnya Allah SWT berkata :  

                                                             
2
 Richard Burton Simatupang. (2007). Aspek Hukum dalam Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta. 

hal. 57. 
3
 Gunawan Widjaja. (2003). Waralaba. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal. 1-2. 
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"Aku adalah yang ketiga (penolong) dari dua orang yang bersyarikat, 

selama salah satunya  tidak menghianati kawannya, apabila ia  berhianat 

maka aku keluar dari persyerikatan dua orang itu". 

(HR. Abu Dawud No.3383). 

 

Tolong-menolong terhadap sesama merupakan hal yang terpuji, 

dengannya akan datang pertolongan Allah, seperti sabda Rasulullah 

SAW: yang diriwayatkan dari abi hurairoh :  

"Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong 

saudaranya” 

(HR. Muslim No.6793) 

 

Perjanjian waralaba (franchise ) merupakan salah satu jenis perjanjian 

dimana isi dari perjanjian sudah ditentukan oleh (franchisor), sehingga dalam 

praktik Perjanjian waralaba (franchise) mengenal adanya klausul non 

kompetisi, yang mana klausul tersebut memberikan batasan kepada 

(franchisee) seperti dicantumkannya ketentuan setelah berakhirnya perjanjian 

maka pihak franchisee dibatasi tidak melakukan usaha dengan jenis yang sama 

sebelumnya dilakukan.
4
 Hal tersebut dilakukan dengan dasar kebebasan 

berkontrak, sehingga franchisor memiliki kebebasan untuk menentukan isi dari 

perjanjian, dengan catatan bahwa  franchiseesepakat dengan isi dari perjanjian 

yang telah dibuat oleh franchisor.  

Klausul tersebut biasanya dicantumkan dan dilakukan oleh franchisor 

guna untuk mengurangi pesaing dalam bidang usaha yang sama. Selain itu 

dengan dicantumkannya klausul non kompetisi guna untuk melindungi rahasia-

rahasia yang di miliki oleh produk franchisor, karena informasi yang diperoleh 

                                                             
4
 P. Lindawati Sewu. (2004). Franchise Pola Bisnis Spektakuler Dalam Perspektif Hukum 

& Ekonomi. Jakarta: CV. Utomo. hal. 12. 
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franchisee selama melakukan perjanjian waralaba (franchise) merupakan 

rahasia yang dimiliki oleh franchisor sehingga dapat menarik perhatian pelaku 

usaha untuk melakukan perjanjian waralaba (franchise) dengannya, sehingga 

harus tetap dijaga kerahasiaannya dengan mencantumkan klausul non 

kompetisi. 

Aturan hukum yang berlaku di Indonesia tidak mejelaskan secara spesifik 

terkait dengan peraturan mengenai klausul non kompetisi. Tidak ada aturan 

secara khusus dalam perjanjian menjelaskan pemberian non-competition clause 

jika para pihak yang terlibat sepakat memenuhi prestasi masing-masing. Akan 

tetapi penulisan klausul non kompetisi dapat menimbulkan polemik 

dikemudian hari karena posisi para pihak yang pada dasarnya dalam hubungan 

bisnis adalah tidak ingin mengalami kerugian. 

Klausul non-kompetisi yang dicantumkan dalam perjanjian waralaba di 

satu sisi bisa merugikan franchisee akibat dilarangnya membuka usaha sejenis 

dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 

Namun pada sisi lainnya memberi rasa aman franchisor karena terlindunginya 

kerahasiaan sistem manajemen dan upaya persaingan usaha tidak sehat. Atas 

dasar tersebut hingga kini belum ada kepastian hukum yang menjamin tidak 

adanya persaingan usaha tidak sehat dan monopoli. Ketidakpastian hukum bisa 

memunculkan kekacauan dalam sistem kehidupan masyarakat dan 

perekonomian. Sehubungan dengan hal itu dalam pencantuman klausul non 

kompetisi bidang waralaba perlu adanya perlindungan hukum untuk 

mewujudkan kepastian hukum para pihak. 
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Berdasarkan paparan tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti dan 

menulis karya ilmiah berupa tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum 

Akibat Klausul Non Kompetisi Di Dalam Kontrak Franchise” 

B. RUMUSAN MASALAH 

Penjelasan pada latar belakang menjadi dasar dalam menyusun rumusan 

masalah penelitian diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum akibat klausul non kompetisi dalam 

Perjanjian waralaba (franchise) ? 

2. Bagaimana kedudukan klausul non kompetisi yang telah memenuhi unsur 

pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya perjanjian? 

3. Bagaimana contoh akta perjanjian waralaba ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum akibat klausul 

non kompetisi dalam Perjanjian waralaba (franchise) 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai klausul non kompetisi 

apakah telah memenuhi unsur pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat 

sahnya perjanjian 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis contoh akta perjanjian waralaba 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, diantaranya 

adalah sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan 

khususnya dibidang hukum perikatan atau perjanjian 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi pihak 

franchisee yang ingin membuka bisnisnya, serta dapat menjadi rujukan bagi 

pelaku usaha waralaba. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

suatu bahan referensi bagi pemerintah untuk memperhatikan lebih spesifik 

aturan mengenai bisnis waralaba. 

E. KERANGKA KONSEPTUAL 

1.  Perlindungan Hukum  

CST Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum ialah segala 

upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi 

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan 

berbagai ancaman dari pihak manapun.
5
 

Muktie, A Fadjar juga menjelaskan perlindungan hukum adalah 

penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh 

hukum saja.
6
 

 

 

                                                             
5
 C.S.T Kansil. (1989). Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Balai 

Pustaka. hal. 40. 
6
 Ibid. 
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2. Akibat Hukum 

Ridwan Halim menjelaskan akibat hukum ialah segala akibat yang 

muncul dari semua perbuatan hukum yang dilakukan subyek hukum 

terhadap obyek hukum maupun akibat lain yang disebabkan karena 

kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang telah ditentukan sebagai akibat 

hukum.
7
  

Achmad Ali juga menjelaskan akibat hukum merupakan akibat yang 

ditimbulkan oleh hukum dari adanya sebuah perbuatan yang dilakukan 

subjek hukum.
8
 

Pendapat R Soeroso mengenai akibat hukum adalah akibat yang 

muncul karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku hukum. Akibat tersebut 

muncul karena satu tindakan hukum yang berlaku.
9
 

3. Klausul 

Klausul sendiri menurut Sri Rejeki Hartono adalah pengertian khusus 

dalam sebuah perjanjian yang mempunyai sifat memperluas atau 

membatasi.
10

 Sedangkan menurut KBBI daring, klausul mempunyai 

pengertian yaitu ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu 

pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi; yang memperluas atau 

membatasi.
11

 

 

                                                             
7
 A. Ridwan Halim. (2001). Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia. 

Jakarta: Angky Pelita Studyways. hal. 50. 
8
 Achmad Ali. (2002). Menguak Tabir Hukum. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk. 

hal.192. 
9
 R Soeroso. (2006). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.295. 

10
 Sri Redjeki Hartono. (2010). Kamus Hukum Ekonomi,Bogor : Ghalia Indonesia. hal. 87. 

11
 KBBI, https://kbbi.web.id/klausul /diakses pada 5Juni 2021 pkl 22.00 

https://kbbi.web.id/klausul%20/
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4. Non Kompetisi 

Pengertian klausul non kompetisi menurut Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha yaitu berupa larangan untuk melakukan kegiatan yang 

sama paska selesainya perjanjian waralaba.
12

  

Pengertian klausul non kompetisi dalam US Legal adalah :Non-

competition agreements are restrictive contracts between employers and 

employees that :
13

 

a. Prohibit workers from revealing proprietary information about the 

company to competitors or other outsiders,  

b. Forbid workers from themselves competing with their ex-employer for a 

certain period of time after leaving the company.” 

Artinya dalam bahasa Indonesia yakni klausul non-kompetisi ialah 

sebuah perjanjian yang berisi pembatasan antara pengusaha dan pekerja 

berupa : 

a. Melarang pekerja memberitahu kepada pihak luar ataupun pesaing 

mengenai informasi perusahaan 

b. Melarang pekerja atau franchisee bersaing dengan mantan franchisor 

dalam jangka waktu tertentu setelah meninggalkan perusahaan. 

5. Kontrak 

Definisi kontrak menurut KBBI daring ialah pertama, perjanjian 

(secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan 

                                                             
12

Lihat  Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2009 Tentang 

Pedoman Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Waralaba 
13

Magee, Non Competition Agreements Law & Legal Definiton, 

http://definitions.uslegal.com/n/non-competition-agreements/ diakses tanggal 5 April 2021 pkl 

21.00 WIB 

http://definitions.uslegal.com/n/non-competition-agreements/
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sebagainya. Kedua, persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau 

lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.
14

 

Ridwan Khairandy memberikan penjelasan yang pada prinsipnya 

kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam 

kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah kesepakatan (agreement).
15

 

6. Franchise (Waralaba) 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian waralaba 

yakni :
16

 

“kerja sama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai dengan 

kesepakatan; hak kelola; hak pemasaran” 

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 

2007 tentang Waralaba juga menjelaskan mengenai pengertian waralaba 

yaitu :
17

  

“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau 

badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka 

memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat 

dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian 

waralaba” 

 

 

                                                             
14

 KBBI. https://kbbi.web.id/kontrak diakses pada tanggal 25 November 2021 pukul 12.20 

WIB 
15

 Ridwan Khairandy. Hukum Kontrak Indoesia Dalam Perspektif Perbandingan (bagian 

pertama) Yogyakarta: FH UII Press, hal. 58. 
16

 KBBI, https://kbbi.web.id/waralaba / diakses pada 9 April 2021 pkl 21.00 WIB 
17

 Lihat Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang 

Waralaba 

https://kbbi.web.id/kontrak
https://kbbi.web.id/waralaba%20/
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F. KERANGKA TEORI 

1. Teori Kepastian Hukum 

Hans Kelsen dan Gustav Radbruch menjelaskan tentang teori 

kepastian hukum bahwa hukum merupakan sistem daripada norma. Norma 

merupakan pernyataan dengan memfokuskan terhadap das sollen beserta 

ketentuan hukum yang harus dilakukan. Norma merupakan produk dan juga 

aksi manusia secara deliberatif. Peraturan perundang-undangan berisi aturan 

yang bersifat umum menjadi pedoman atas setiap indvidu dalam 

hubungannya dengan masyarakat baik hal tersebut sesama personal ataupun 

kolektif.
18

 

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menjelaskan bahwa 

kepastian hokum (Rechtssicherkeit Security, Rechts-Zekerheid) merupakan 

sesuatu yang baru sejak hukum ditulis, dipositifkan dan menjadi public.
19

 

Kepastian hukum memiliki keterkaitan dengan law Sicherkeit durch 

das Recht dengan memberikan kepastian bahwa pencurian dan pembunuhan 

dilihat dari aspek hukum merupakan bagian dari tindak pidana kejahatan. 

Kepastian hukum merupakan Scherkeit des Rechtsselbst yang berarti 

kepastian hukum. Negara sebagai sistem hukum memberikan jaminan 

berupa kepastian hukum dengan berlakunya asas-asas hukum. 

                                                             
18

 Bagus Gede Ardiartha Prabawa, “Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam 

Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris  Dan Kode Etik Notaris” dalam 

Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2017, hal.103. 
19

  Achmad Ali. (2009). Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence) termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Predana 

Media Group. hlm. 292. 
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Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang 

berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : pertama, bahwa 

hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-

undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya 

didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan 

cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, 

disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah 

diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya 

bahwa kepastian hukum ialah kepastian tentang hukum itu sendiri. 

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari 

perundang-undangan. Berdasarkan pendapat tersebut maka menurut Gustav 

Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia 

dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu terkadang 

kurang adil.
20

 

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum 

merupakan jaminan untuk hukum harus di implementasikan dengan cara 

yang baik. Kehendak dari kepastian hukum berupa upaya pengaturan hukum 

sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat 

oleh para pihak yang memiliki kewenangan dan berwibawa. Hal ini akan 

menjelaskan bahwa aturan hukum terdiri dari aspek yuridis yang berfungsi 

                                                             
20

 http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/ Diakses pada tanggal 08 

November 2021, Pukul 21.00 WIB 

http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/
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memberikan jaminan adanya kepastian hukum sebagai peraturan yang harus 

ditaati.
21

 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah 

perlindungan terkait harkat dan martabat maupun melindungi hak asasi 

manusia daripada subyek hukum dari kesewang-wenangan.
22

  

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan 

untuk subyek hukum sebagaimana aturan hukum yang berlaku. 

Perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan 

terdiri dari perlindungan secara preventif (pencegahan) ataupun yang 

sifatnya represif (pemaksaan) secara tertulis ataupun tidak tertulis dengan 

tujuan menegakkan peraturan hukum. 

Philipus M. Hadjon berpendapat, perlindungan hukum bagi rakyat 

meliputi dua hal, yakni :
23

 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang 

diberikan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan maupun 

pendapat sebelum adanya keputusan pemerintah yang sifatnya definitif.; 

 

 

 

                                                             
21

  Sudikno Mertokusumo. (2007) Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Edisi ke-2 

Cetakan ke-5, Yogyakarta: Liberty. hlm.27. 
22

 Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: 

Bina Ilmu. hlm. 25. 
23

Ibid, hlm.30. 
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b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk 

menyelesaikan sebuah sengketa atau problematika hokum. 

 

G. METODE PENELITIAN 

1. Metode Pendekatan 

Dipilihnya metode yuridis normatif dalam penelitian ini dikarenakan 

sasaran penelitian yakni untuk mengetahui mengenai klausul non kompetisi 

dalam perjanjian waralaba serta perlindungan hukum bagi para pihak. 

Tahapan untuk menemukan sasaran maka digunakan pendekatan melalui 

peraturan perundang-undangan (statute approach). Statute approach adalah 

metode yang menggunakan pendekatan melalui peraturan perundang-

undangan, hal ini diakrenakan beberapa aturan hukum akan memfokuskan 

pada tema penelitian.
24

 

2. Spesifikasi Penelitian 

Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis  dengan 

metode pendekatan normatif yang bersumber data sekunder. Penelitian 

hukum normatif atau doktriner maupun kepustakaan menempatkan hukum 

sebagai bangunan sistem norma mengenai kaidah peraturan perundang-

undangan, asas-asas hukum, putusan pengadilan, perjanjian maupun doktrin 

dari para ahli. Penelitian normatif bertujuan untuk memberikan argumentasi 

                                                             
24

 Johnny Ibrahim. (2007). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: 

Bayumedia, , hal.302. 
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hukum sebagai dasar penentuan terkait dengan peristiwa hukum yang telah 

terjadi.
25

 

3. Jenis dan Sumber Data 

Peneliti menggunakan sumber data penelitian ini yaitu data sekunder. 

Data sekunder diperoleh dari pendapat, tulisan para ahli atau pihak lain yang 

berwenang atau pihak lain yang memperoleh informasi formal atau naskah 

resmi. Adapun dalam data sekunder bahan hukum terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer sifatnya otoritas yakni terdiri dari peraturan 

perundang-undangan termasuk risalah dalam penyusunannya serta 

catatan resmi dari penyusunnya.
26

 

Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 

tentang Waralaba  

4) Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999 tentang  Larangan Praktik  

Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

5) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 

b. Bahan Hukum Sekunder 

                                                             
25

 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2017).  Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris. Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal.33. 
26

Peter  Mahmud  Marzuki. (2005). Penelitian  Hukum,  Cet.6,  Jakarta:  Kencana  Prenada  

Media  Group. hlm.41. 
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Bahan hukum sekunder untuk memperkuat serta mendukung bahan 

hukum primer, karena bahan hukum sekunder berfungsi menjelaskan 

bahan hukum primer sehingga mudah untuk dilakukan analisa maupun 

pemahaman.
27

 Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 

buku, jurnal dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Bahan hukum sekunder lain yang menjadi data utama dalam penelitian 

ini yakni Perjanjian Waralaba Restoran Serba Wenak. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukm tersier meruopakan bahan hukum pelengkap dengan 

sifat memberikan petunjuk maupun penjelasan terkait dengan bahan 

hukum primer dan sekunder.
28

 Bahan Hukum tersier dalam penelitian ini 

terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sumber lain non 

hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Data sekunder yang digunakan peneliti dilakukan pengumpulan 

dengan cara melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan 

kemudian mengolahnya menjadi narasi deskriptif sehingga mudah untuk 

dibaca.  

5. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari tahapan bahwa 

data sekunder yang diperoleh akan dilakukan analisis data kualitatif. 

Maksud dari analisis data kualitatif adalah penganalisian data hasil 

                                                             
27

 Soerjono Sukanto. (2003). Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: 

Raja Grafindo Persada. hlm.23. 
28

 Ibid. h. 54 
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penelitian bahan hukum dipilah dan diolah untuk kemudian disusun secara 

sistematis dan diuraikan untuk memperoleh gambaran jelas dan juga 

lengkap mengenai obyek dalam penelitian ini. 

H. SISTEMATIKA PENULISAN  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka 

Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai Tinjauan umum tentang Teori 

Kepastian Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Perjanjian, Franchise 

(waralaba) dan Klausul Non Kompetisi 

BAB III HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN DAN PEMBUATAN 

AKTA / LITIGASI 

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai Perlindungan Hukum Akibat 

Klausul Non Kompetisi Di Dalam Perjanjian Waralaba (franchise), Kedudukan 

Klausul Non Kompetisi yang telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdata 

mengenai syarat sahnya perjanjian dan Contoh Akta perjanjian Waralaba. 

BAB IV PENUTUP  

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran. 
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I. JADWAL PENELITIAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

Perjanjian merupakan peristiwa saat seseorang berjanji kepada orang lain 

atau dua orang berjanji untuk melaksanakan sesuatu.
29

 Kesimpulan dari 

penjelasan tersebut adalah bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang 

menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Perjanjian 

dilakukan dengan sepakat tanpa ada paksaan baik itu dari salah satu pihak yang 

mengadakan perjanjian maupun dari pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian 

tersebut. 

Pengertian perjanjian menurut Wiryono Prodjodikoro adalah sebuah 

perbuatan hukum terkait dengan harta benda kekayaan anara 2 (dua) pihak, 

dimana slaah satu berjanji atau tidak berjanji melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu dan pihak lain memiliki hak untuk menuntut daripada 

pelaksanaan perjanjian tersebut.
30

 Teori yang dikemukakan oleh pakar diatas, 

dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat menjadi suatu perbuatan hukum jika 

ada kata sepakat oleh kedua belah pihak. 

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan pada 

Pasal 1320 KUHPerdata yaitu : 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2) kecakapan membuat suatu kontrak; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang 

                                                             
29
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halal. Perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, diantaranya 

yaitu: 

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya 

Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat 5 (lima) cara terjadinya 

persesuaian kehendak diantaranya yaitu; a) bahasa yang sempurna dan 

tertulis; b) bahasa yang sempurna secara lisan; c) ketidaksempurnaan bahasa 

dan dapat diterima oleh pihak lawan; d) bahasa isyarat asalkan dapat 

diterima oleh pihak lawan; e) bisu ataupun diam, akan tetapi sikap tersebut 

dapat dipahami oleh pihak lawan.
31

 

2. Kecakapan Bertindak Untuk Membuat Suatu Perjanjian 

Kecakapan bertindak atau cakap hukum sudah diatur dalam undang-

undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu kemampuan 

melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini yang dimaksud perbuatan 

hukum yaitu yang menimbulkan akibat hukum.. Umumnya seseorang 

dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, 

artinya usia sudah mencapai 21 (duapuluh satu) tahun atau sudah kawin 

walaupun belum mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun.
32

 Pasal 7 Ayat (1) 

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan 

batas minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 Tahun dan 

wanita 16 Tahun.
33
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Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 2012 Tentang Konvensi Anak 

merumuskan pengertian anak sebagai setiap manusia yang berusia 18 

Tahun, kecuali adanya peraturan perundang-undangan terhadap anak 

ditentukan mengenai usia dewasa yang dicapai lebih awal. Menurut Prof. 

H., Hilman Adikusuma bahwa batas kedewasaan seseorang bukan menjadi 

hal yang perlu dipermasalahkan, hal ini dikarenakan pada kenyataannya 

walaupun seseorang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan 

hukum.
34

 R.Soesilo menjelaskan bahwa belum dewasa yaitu kategori 

mereka belum pada usia 21 (dua puluh satu) tahun dan juga belum status 

kawin.  

Lawan dari cakap hukum adalah tidak cakap hukum dan hal ini diatur 

dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu “tidak cakap untuk membuat 

perjanjian adalah; a) orang-orang yang belum dewasa; b) mereka yang 

ditaruh dibawah pengampunan; c) wanita atau perempuan sebagaimana 

yang ditetapkan dalam undang-undang dan juga umumnya setiap orang 

bahwa undang-undang melarang dibuatnya perjanjian tertentu. 

3. Adanya Objek Atau Suatu Hal Tertentu 

Syarat ketiga daripada perjanjian adalah suatu perjanjian harus 

mengenai hal tertentu dalam hal ini yang dimaksud adalah pokok perjanjian 

atau objeknya. Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa suatu 

perjanjian harus mengenai hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian 
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yaitu obyek perjanjian.
35

 Objhek daripada perjanjian adalah barang yang 

memiliki nilai ekonomi atau nilai jual. Dalam Pasal 1332 KUHPerdata 

ditentukan bahwa: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja 

dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Pasal 1333 KUHPerdata 

menjelaskan bahwa “suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu 

barang yang sedikit sudah ditentukan. Dan tidaklah menjadi halangan 

bahwa jumlah barang tidak ditentukan atau tertentu, asal saja jumlah itu 

kemudian dapat ditentukan atau dihitung.” 

Pasal 1334 KUHPerdata dijelaskan bahwa “barang-barang yang baru 

akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.” 

Kesimpulan daripada pokok perjanjian adalah bahwa objek perjanjian 

berupa barang atau benda yang telah ada ataupun aka nada dikemudian hari. 

Penentuan barang sebagai objek perjanjian dilakukan beberapa cara yaitu 

perhitungan, menimbang, melakukan pengukuran dan penakaran. Jika objek 

perjankian tersebut berupa jasa maka harus dilakukan penentuan oleh salah 

satu pihak.
36

 

4. Suatu Sebab Yang Halal (Causa) 

Kata causa berasal dari bahasa latin artinya sebab. Sebab adalah 

sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian. Akibat hukum 

perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal 

demi hukum. Mengenai syarat ini, Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan 
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bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena 

sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian. Jadi yang 

dimaksudkan dengan sebab atau kausa dari suatu perjanjian adalah isi 

perjanjian itu sendiri.
37

 

B. Tinjauan Umum Tentang Franchise (Waralaba) 

1. Pengertian Franchise (Waralaba) 

Asal muasal franchise (waralaba) dari bahasa Prancis yang terdiri dari 

suku kata franch (bebas), francher (membebaskan, memberikan hak 

istimewa). Sedangkan di Indonesia franchise lebih dikenal dengan waralaba 

yang terdiri dari kata wara yang berarti lebih dan laba yang berarti untung. 

Jika ditinjau dari sudut pandang negara Indonesia franchise adalah usaha 

yang memberikan keuntungan lebih dan keistimewaan. Franchise menurut 

Campbell Black dalam law dictionary franchise adalah sebuah lisensi merek 

diberikan dari pemilik atau memberikan izin kepada penerima atau orang 

lain melakukan penjualan terhadap produk maupun service atas nama merek 

dari pemilik.
38

 

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba 

menjelaskan bahwa waralaba berarti hak khusus orang maupun badan 

hukum dengan mekanisme sistem bisnis yang memiliki ciri khas bertujuan 

untuk melakukan pemasaran barang ataupun jasa yang telah berhasil 
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dibuktikan, dimanfaatkan dan digunakan oleh orang lain berdasarkan 

perjanjian waralaba.   

Perjanjian waralaba sebagai sebah bisnis harus memuat beberapa 

unsur diantaranya yaitu sebagai berikut :
39

 

a. Adanya 2 pihak yaitu franchisor (pemberi) dan  franchisee (penerima) 

b. Adanya penawaran dalam wujud paket usaha franchisor 

c. Kerjasama berupa pengelolaan unit usaha para pihak yaitu franchisor 

bersama franchisee. 

d. Memiliki outlet daripada franchisee 

e. Kontrak tertulis dari para pihak. 

Franchise (waralaba) menurut Susilowati merupakan kontrak 

perjanjian penggunaan nama sebuah merek dagang dan logo dari perusahaan 

yang berasal dari pemberi (franchisor). Substansi atau isinya terdiri dari 

ikhtisar peraturan terkait tata cara pengoperasian melalui penerima waralaba 

(franchisee) beserta syarat keuangan.
40

 

Franchise menurut Saliman merupakan pemilik (franchisor) produk 

dagang, nama dagang, rahasia dagang, paten maupun produk dengan 

memberikan lisensi atau izin kepada penerima waralaba (franchisee) 

menjual sebuah barang ataupun jasa (pelayanan) dengan melakukan 

pembayaran seperti royalty (fee) terhadap aktivitas yang dilakukan.
41
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Franchise (Waralaba) hakikatnya merupakan konsep pemasaran yang 

melingkupi perluasan jaringan usaha secara cepat. Franchise (waralaba) 

bukan merupakan alternatif akan tetapi salah satu cara yang sama kuat dan 

strategi konvensional dengan tujuan melakukan pengembangan usaha. 

Franchise (waralaba) memiliki keunggulan terkait sistem yang diterapkan 

diantaranya adalah mengenai sumber daya modal, sumber daya manusia 

serta manajemen yang diterapkan. Franchise (waralaba) terkenal terkait 

jalur distribusinya yang efektif dalam mempromosikan produknya kepada 

konsumen ataupun melali perantara  

Franchise (waralaba) merupakan pemberian hak dari pemilik nama 

dagang untuk menggunakan hak kekayaan intelektual mapun penemuan ciri 

khas usaha yang dimliki berdasarkan imbalan dan persyaratan yang 

disepakati mengenai pemberian fasilitas barang ataupun jasa. Franchise 

juga dikatakan sebagai penjualan paket usaha secara komprehensif yang 

berfungsi sebagai siap digunakan dengan ruang lingkupnya yang terdiri dari 

merek dagang, material mapun system pegelolaan manajemen.
42

 

Pengertian lain daripada franchise (waralaba) yaitu sistem pemasaran 

yang berkisar pada perjanjian sah antara 2 (dua) pihak yang salah satunya 

(franchisee) diberikan hak istimewa untuk menjalankan bisnis sebagai milik 

pribadi, tetapi dengan syarat yang ditentukan perusahaan berdasarkan 

metode dan terminologi yang dispesifikasikan oleh pihak lain (franchisor). 
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Pengertian franchise (waralaba) yang telah dijelaskan maka dapat 

ditarik kesimpulan yaitu bahwa pemberian hak oleh franchisor (pemilik) 

kepada franchisee (penerima) untuk memakai hak khusus sebuah usaha 

yang terdiri dari ciri bisnis barang ataupun jasa yang terdiri dari nama, logo, 

merek dan desain perusahaan, pengelolaan manajemen, bantuan 

operasional, jam operasional mapun karyawan. 

Pemberi waralaba berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) PP Nomor 42 Tahun 

2007 Tentang Waralaba yang dimaksud dengan pemberi waralaba 

(franchisor) merupakan orang atau perseorangan atau badan usaha yang 

memberikan hak dengan tujuan dimanfaatkan atau menggunakan waralaba 

oleh penerima waralaba. Penerimaan waralaba utama (master franchisee) 

merupakan orang-perseorangan ataupun badan hukum dengan ditunjuk oleh 

pemberi waralaba (franchisor) sebagai penerima waralaba (franchisee). 

Franchisee atau penerima waralaba merupakan orang-perseorangan atau 

badan usaha yang mendapatkan pemberian dari franchisor (pemilik 

waralaba) dengan tujuan memanfaatkan ataupun menggunakan waralaba. 

Perjanjian franchise (waralaba) merupakan perjanjian yang terdiri dari 

persyaratan, ketentuan maupun komitmen yang dibuat dan dikehendaki 

maupn harus ditaati oleh para pihak yang terlibat yaitu franchisor (pemilik 

waralaba) dan franchisee (penerima waralaba). Didalam perjanjian waralaba 

terdiri dari beberapa ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak. 

Secara umum kewajiban pemberi waralaba adalah; a) memberikan 

informasi terkait dengan ciri khas usaha waralaba; b) memberi bantuan 
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kepada franchisee (penerima waralaba) yang terdiri dari pembinaan, 

bimbingan maupun pelatihan kepada franchisee (penerima waralaba).  

Hak dari penerima waralaba diantaranya yaitu; a) mendapatkan 

informasi terkait dengan ciri khas usaha diantaranya meliputi manajemen, 

penjualan, penataan dan distribusi mengenai objek daripada waralaba; b) 

mendapatkan bantuan dari franchisor (pemberi waralaba) termasuk dengan 

penggunaan dan pemanfaatanya.
43

 

2. Jenis dan Karakteristik Franchise (Waralaba) 

Franchise (waralaba) harus memiliki ketentuan dan syarat yang tepat 

dan benar sehingga dpaat dikategorikan sebagai suatu bisnis yang layak 

serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan 

kriteria mengenai waralaba diatur secara jelas pada Pasal 3 PP No. 42 Tahun 

2007 Tentang Waralaba yaitu : 

a. Waralaba harus memiliki ciri khas usaha. 

b. Waralaba harus terbukti sudah memberikan keuntungan.  

c. Waralab wajib memiliki standar pelayanan mapun porduk secara tertulis. 

d. Sistem bisnis waralaba harus mudah diajarkan dan diaplikasikan. 

e. Adanya dukungan secara  berkesinambungan. 

f. Memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar. 

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang 

Waralaba menyatakan waralaba dijalankan dengan bersumber dari 

perjanjian secara tertulis yang terdiri pemberi waralaba dan penerima 
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waralaba serta harus memperhatikan hokum yang berlaku di Indonesia 

(hukum positif). Ketentuan ini dijelaskan pada Ayat (1) bahwa jika ditulis 

dengan menggunakan bahasa asing maka harus diterjemahkan kedalam 

Bahasa Indonesia. 

Pasal 7 PP Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba jo Pasal 5 

Permen. Perdagangan No.12M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan 

Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba memberikan 

kewajiban pada franchisor (pemberi waralaba) untuk melakukan disclosur 

yang terdiri dari berbagai aspek material yang akan memberikan pengaruh 

kepada keputusan franchisee (penerima waralab) antara menerima ataupun 

menolak terkait persyaratan yang tertera dalam perjanjian waralaba 

(franchise agreement) yang terdiri dari beberapa ketentuan yaitu sebagai 

berikut : 

a. Data identitas pemberi waralaba; 

b. Legalitas pemberi usaha waralaba; 

c. Sejarah kegiatan usahanya; 

d. Struktur organisasi pemberi waralaba; 

e. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir; 

f. Tempat usaha; 

g. Daftar penerima waralaba; 

h. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba. 
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Model bisnis daripada franchise (waralaba) terdiri dari 3 (tiga) 

diantaranya yaitu :
44

 

a. Product Franchise, franchisee (penerima waralaba) memiliki keddukan 

sebagai distribusi terhadap produk parnernya dengan batasan area; 

b. Processing Franchise Of Manufacturing Franchise, bahwa pemberi 

waralaba hanya sebagai pemegang memberikan terkait know-how suatu 

proses produksi; 

c. Business Format Atau System Franchise, franchisor (pemberi waralab) 

memiliki kedudukan bebas untuk melakukan penataan ataupun penyajian 

bisnis satu produk ataupun jasa kepada konsumen. 

Karakteristik daripada franchise (waralaba) diantaranya adalah 

sebagai berikut :
45

 

a. Harus ada suatu perjanjian (kontrak) tertulis, disini melalui perwakilan 

kepentingan yang seimbang (adil) antara franchisor dengan franchisee; 

b. Franchisor wajib memberikan pelatihan dalam setiap aspek bisnis yang 

didatangkan; 

c. Franchisee diberikan kendali oleh franchisor beroperasi menggunakan 

merek dagang, format serta prosedur dan segala nama (reputasi) yang 

dimiliki oleh franchisor; 

d. Franchisee diwajibkan mengadakan investasi yang bersumber dari dana 

sendiri ataupun dari investor lain atau secara kredit; 
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e. Franchisee memiliki hak untuk mengelola bisnisnya sendiri; 

f. Franchisee memberikan fee ataupun royalti kepada franchisor terhadap 

hak yang diperoleh dan juga berdasarkan bantuan yang diberikan 

franchisor; 

g. Franchisee memiliki hak mendapatkan pemasaran tertentu yaitu bahwa 

secara tunggal yang berhak untuk memasarkan barang maupun jasa yang 

dihasilkannya;  

h. Transaksi antara franchisor dengan franchisee bukan merupakan 

transaksi yang terjadi antara cabang dari perusahaan induk yang sama 

atau individu dengan perusahaan yang dikontrol.  

Karakteristik daripada bisnis franchise (waralaba) jika dilihat dari 

aspek yuridis diantaranya adalah sebagai berikut :  

a. Unsur dasar, terdiri dari franchisor, franchisee, bisnis waralaba; 

b. Keunikan produk; 

c. Konsep bisnis total; 

d. Franchisee memakai ataupun menjual produk; 

e. Franchisor menerima fee dan royalti sebagaimana yang disepakati; 

f. Menyediakan pelatihan manajemen dan keterampilan khusus; 

g. Pendaftaran merek dagang, paten ataupun hak cipta; 

h. Bantuan pendanaan franchisee dari franchisor ataupun lembaga 

keuangan; 

i. Pembelian produk langsung dari franchisor; 

j. Bantuan promosi dan periklanan dari franchisor; 
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k. Pelayanan pemilihan lokasi yang diberikan franchisor; 

l. Daerah pemasaran yang eksklusif; 

m. Adanya pengendalian dan penyeragaman mutu; 

n. Mengandung unsur merek dan sistem tertentu. 

Manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang 

dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan melalui pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber daya lainnya.
46

 Ricky W.Griffin menjelaskan 

bahwa manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian 

dan pengontrolan  sumber daya untuk mencapai sasaran (goal) secara efektif 

dan efisien. Pengertian daripada efektif yaitu bahwa tujuan yang hendak 

dicapai sesuai dengan rencana yang disusun, sedangkan efisiensi yaitu 

bahwa implementasi yang dijalankan benar, terorganisir dan tepat waktu.47 

Supporting Management adalah sebuah dukungan yang diberikan 

pemberi waralaba (ftanchisor) kepada penerima waralaba (franchisee) 

mengenai bisnis yang dijalankan. Bantuan manajemen dari pemberi waralab 

(franchisor) kepada penerima waralaba (franchisee) terdiri dari bahan baku 

untuk menjalankan usaha, konsultasi mengenai jenis pemasaran (marketing 

management) dan bantuan apabila terjadi kendala ataupun masalah dalam 

menjalankan usahanya.
48
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Supporting Management atau dukungan manajerial adalah bantuan 

yang diberikan oleh pemberi waralaba (franchisor) secara berkelanjutan 

terhadap  bisnis franchise berjalan, hal tersebut terdiri dari beberapa 

ketentuan yaitu : 

a. Pelatihan sumber daya manusia (karyawan); 

b. Bimbingan operasional manajemen; 

c. Pengendalian mutu produk dan manajemen; 

d. Promosi dan pemasaran; 

e. Penelitian dan pengembangan; 

f. Evaluasi bisnis.
49

 

Franchisor diharuskan menyedikan fasilitas training secara cukup 

kepada karyawan dengan tujuan operasional daripada system waralaba serta 

pelatihan setelah usaha mulai aktif operasionalnya. Bentuk-bentuk training 

terdiri dari beberapa jenis yaitu : 

1) Marketing training;  

2) Processing training;  

3) Repair training;  

4) General business training. 

Bisnis franchise (waralaba) umunya dijalankan oleh individu serta 

independen dikarenakan bisnis franchise (waralaba) memberikan bimbingan 

serta dukungan terhadap konsep bisnis yang mapan dan tingkat keberhasilan 

yang tinggi. Bisnis franchise dapat dikatakan sukses bukan hanya terdiri 
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dari pemenhan kewajiban daripada isi kontrak perjanjian akan tetapi 

pemberi waralaba (franchisor) memberikan bantuan maupun dukungan 

berupa pengawasan tambahan diluar daripada kontrak perjanjian yang 

disepakati yang merupakan bagian dari supporting management.
50

 

Perjanjian kerjasama antara franchisor dengan franchisee berdasarkan 

Peraturan Menteri Perdagangan No.53/M-DAG/PER.8.2012 Tentang 

Penyelenggaraan Waralaba pada Pasal 27 Ayat (1) menjelaskan bahwa 

“pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan kepada penerima 

waralaba”. Pada Ayat (1) menjelaskan pembinaan sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1) yaitu ; 

a. pendidikan dan pelatihan tentang sistem manajemen pengelola waralaba 

yang dikerjasamakan sehingga penerima waralaba dapat menjalankan 

kegiatan waralabanya dengan baik dan menguntungkan; 

b. secara rutin memberikan bimbingan operasional  manajemen, sehingga 

apabila ditemukan kesalahan operasional dapat diatasi dengan segera; 

c. membantu pengembangan pasar melalui promosi seperti melalui iklan, 

leaflet atau katalog maupun brosur serta pameran dan penelitian dan 

pengembangan pasar dan produk yang dipasarkan, sehingga sesuai 

dengan kebutuhan dan dapat diterima pasar dengan baik. 

Beberapa kategori dari supporting management yaitu mengenai 

pelatihan dan bantuan secara teknis dari pemberi waralaba (franchisor). 

Pelatihan adalah sesuatu hal yang sifatnya wajib diberikan oleh penerima 
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waralaba (franchisee). Pemberi waralaba (franchisor) memberikan pelatihan 

diawal dikarenakan hal tersebut sangat penting dan fundamental, selain itu 

harus memastikan bahwa bantuakn yang diberikan berjalan dengan baik dan 

benar.
51

 

Franchisee memiliki penilaian kelayakakan mengenai bantuan secara 

teknis dari pemberi waralaba (farnchisor) kepada penerima waralaba 

(franchisee). Sebuah kelayakakan merupakan hal yang penting dikarenakan 

akan memiliki manfaat dan fungsi bagi penerima waralaba (franchisee) 

dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. Apabila tidak mendapatkan 

bantuan secara teknis dan juga pelatihan yang memadai, hal ini akan 

memberikan menjadi kendala ataupun maslaah dikemudian hari 

mempertahankan operasional bisnis.
52

 

Supporting management berupa pengiklanan dan strategi pemasaran 

merupakan bagian dari perjanjian franchise. Masalah iklan perlu menjadi 

perhatian yang utama dalam perjanjian waralaba. Terkait dengan 

pengiklanan sifatnya local, regional (daerah) mapun internasional dimana 

pengaturannya ditentukan berdasarkan julah frekuensi atau intensitas 

pengiklanan setiap tahun.
53

 

3. Keuntungan Dan Kerugian Bisnis Franchise (Waralaba) 

Keuntungan daripada bisnis franchise (waralaba) diantaranya adalah 

sebagai berikut :
54
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a. Franchisee tidak membutuhkan pengetahuan dasar dan pengetahuan 

secara khusus; 

b. Franchisee mendapatkan insentif dengan memiliki bisnis sendiri 

sehingga mendapat keuntungan tambahan; 

c. Franchisee akan menerima bila diperlukan; 

d. Franchisee memperoleh keuntungan yang berasal dari iklan maupun 

promosi; 

e. Franchisee memperoleh keuntunganyang berasal dari pembelian dengan 

volume banyak beserta kemampuan melakukan negosiasi pemberi 

waralaba (franchisor); 

f. Franchisee memperoleh pengetahuan khusus dan pengalaman organisasi 

maupun manajemen kantor pusat franchisor; 

g. Resiko daripada franchisee berkurang; 

h. Franchisee mengambil keuntungan daripada program riset dan 

pengembangan franchisor secara terus-menerus dilakukan untuk 

melakukan perbaikan bisnis sehingga tetap kompetitif serta up to date; 

i. Franchisor mencari dan mengumpulkan informasi serta pengalaman 

dengan jumlah yang banyak dengan tujuan akan diberikan kepada 

penerima waralaba (franchisee) sebagai berlakunya sistem. 

Kerugian daripada bisnis franchise diantaranya yaitu sebagai berikut 

:
55
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a. Program latihan yang terdiri perjanjian pemberi waralaba (franchisor) 

dalam beberapa waktu tidak sesuai sebagaimana mestinya yang 

diinginkan oleh penerima waralaba (franchisee); 

b. Perincian setiap hari tentang penyelenggaraan perusahaan selalu 

diabaikan; 

c. Terdapat sedikit kebebasan yang diberikan kepada franchisee untuk 

menjalankan secara penuh dikarenakan terikat kontrak yang melarang 

untuk membeli segala peralatan penunjang dari tempat lain; 

d. Bisnis franchisee terkadang tidak memiliki hak untuk menjual 

perusahaan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu menawarkan 

kepada pihak franchisor. 

C. Tinjauan Umum Tentang Klausul Non Kompetisi (Non Disclosure 

Agreement) 

Non-disclosure Agreement atau biasa disebut dengan perjanjian yang 

dirahasiakan merupakan hukum kontrak para pihak dengan memiliki 

kewenangan memberi informasi rahasia kepada pihak terkait dengan tujuan 

tertentu diantaranya mengenai perjanjian kerja ataupun bisnis. Sebuah 

informasi rahasia adalah semua informasi yang dalam bentuk apapun baik 

secara tertulis dengan berpa dokumen manual ataupun elektronik, lisan dan 

sebaliknya. Dianggap rahasia ataupun tidak rahasia tidak hanya terbatas pada 

informasi bisnis, kondisi keuangan, strategi pemasaran, metode usaha, tata 

cara, penyediaan, pelanggan, operasi, tariff, informasi hal teknis, syarat dan 

ketentuan kontrak dan juga semua informasi dalam bentuk apapun oleh salah 
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satu pihak, pemegang saham ataupun perusahaan terkait beserta asosiasi yang 

disampaikan ataupun disebarkan berdasarkan atas nama salah seorang pihak 

kepada pihak lainya maupun kepada pegawainya dengan memiliki maksud 

maupun tujuan terhadap sebuah proyek baik sebelum aaupun sesudah 

efektifnya sebuah perjanjian.
56

 

Perjanjian rahasia yang diatur didalam kontrak kerjasama dalam hal ini 

landasan hukum yang digunakan yaitu Pasal 1338 KUHPerdata yaitu "Semua 

persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-

alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan 

dengan iktikad baik." 

Pemeliharaan rahasia berkaitan dengan hubungan kerjasama baik 

hubungan antara pekerja dan pengusaha maupun untuk hubungan dalam suatu 

hubungan kerjasama bisnis dimana salah satu pihak atau keduanya 

berkewajiban untuk menjaga rahasia. "Informasi Rahasia" selalu berkaitan 

dengan Hak Kekayaan Intelektual baik berupa paten, hak atas invensi, hak 

cipta dan hak-hak yang terkait, hak moral, hak jasa, merek dagang, nama usaha 

dan nama domain, hak atas desain suatu produk (rights in get-up), muhibah 

(goodwill) dan hak untuk menuntut atas pernyataan palsu (passing off) atau 

persaingan tidak sehat, hak atas rancangan, hak atas perangkat lunak komputer, 

hak basis data, hak untuk menggunakan, dan melindungi kerahasiaan, 
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informasi rahasia (termasuk pengetahuan dan rahasia dagang) dan semua hak 

kekayaan intelektual lainnya, terdaftar ataupun tidak termasuk juga diantaranya 

permohonan dan hak mengajukan sebuah permohonan mendapatkan 

pembaharuan ataupun perpanjangan, hak untuk mengklaim prioritas dan semua 

hak serpa atau yang setara dengan bentuk perlindungan dikemudian hari. 

Perlindungan terhadap rahasia dagang dalam format bisnis waralaba 

dapat dilakukan dengan membuat perjanjian waralaba yang memuat klausul 

confidential information untuk mengidentifikasikan hal-hal apa saja yang 

termasuk ke dalam rahasia dagang yang dimiliki oleh pemilik waralaba. Selain 

itu perjanjian waralaba juga harus memuat klausul non disclosure agreement 

yang merupakan kesepakatan suatu pihak untuk tidak mengungkapkan 

informasi rahasia dagang kepada pihak lain.
57

 

Perjanjian waralaba yang akan berakhir maka perjanjian tersebut harus 

memuat non compete agreement ketentuan yang menyatakan bahwa penerima 

waralaba dilarang membangun, melakukan peniruan suat usaha, terdapat 

kemiripan atau membuuat sebuah kompoetisi terhadap bisnis franchise 

(waralaba) yang dimiliki oleh pemberi waralaba (franchisor)  serta yang 

diberikan bahwa selruh kerugian terkait investasi menjadi sebuah resiko 

daripada pihak penerima waralaba (franchisee). Hal ini dapat mencegah 

digunakannya rahasia dagang oleh mantan penerima waralaba untuk membuka 

usaha bisnis yang sama yang timbul terjadinya persaingan tidak sehat.
58

 

                                                             
57

 Muhammad Faisal. (2012). Tinjauan Yuridis Perjanjian Rahasia Dagang Dalam 

Perjanjian Waralaba, skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 64. 
58

Ibid,. 



39 

 

 
 

Non compete agreement boleh diperjanjikan sepanjang hal itu digunakan 

untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual pemberi waralaba juga untuk 

menjaga identitas dan reputasi usaha waralaba. Klausul ini dalam jangka waktu 

yang lama tidak diperbolehkan karena dapat menghambat persaingan dan 

perkembangan teknologi.
59

 

Perjanjian waralaba jika ditelaah secara mendalam wajib mencantumkan 

klausula mengenai non solicitation agreement berupa larangan melakkan 

penghastan kepada pelanggan dan juga karyawan pemberi waralaba 

(franchisor). Disamping itu dalam perjanjian waralaba juga harus dimasukan 

klausul-klausul yang memuat sanksi-sanksi terhadap pelanggaran klausul non 

disclosure, non compete dan non solicitation agreement tersebut agar klausul-

klausul tersebut nantinya tidak dilanggar dan tidak menjadi klausul-klausul 

belaka tetapi dapat ditegaskan keberlakuanya.
60

 

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia 

Dagang disebutkan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak 

diketahui umum di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomis 

karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik 

rahasia dagang. Dari rumusan pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang tersebut, dapat disebutkan beberapa 

unsur rahasia dagang yaitu : 

1. Terdapat informasi, 

2. Informasi tersebut tidak diketahui umum atau tertutup, 
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3. Informasi di bidang teknologi atau bisnis,  

4. Informasi tersebut mempunyai nilai ekonomis (komersial), dan 

5. Informasi tersebut oleh pemiliknya dilindungi dengan langkah-langkah 

bersifat protektif. 

Undang-Undang Rahasia Dagang telah mengakui sifat kerahasiaan 

informasi tersebut akan bersifat tetap (permanen), selama hal itu dikehendaki 

oleh pemilik informasi. Hal demikian itu sekaligus sebagai bentuk pengakuan 

oleh undang-undang terhadap keeksklusifan informasi yang bersangkutan. 

Dengan demikian, patutlah dilindungi sebagai hak milik keperdataan.
61

 

Rahasia dagang akan mendapatkan perlindungan apabila informasi 

tersebut bersifat :
62

 

1. Sifatnya rahasia, hal ini berarti bahwa informasi hanya diketahui pihak 

terkait bukan masyarakat umum. Hal ini menjelaskan bahwa pemilik 

daripada rahasia dagang harus mampu membuktikan bahwa informasi yang 

dimliki hanya diketahu oleh internal perusahaan bukan masyarakat umm. 

2. Memiliki nilai ekonomis, hal ini berarti bahwa kerahasiaan sebuah 

informasi dipakai untuk menjalankan sebuah bisnis yang sifatnya komersial 

atau memberikan nilai ekonomis. 

3. Menjaga sebuah kerahasiaan dari informasi, hal ini berarti bahwa pemilik 

rahasia dagang harus mampu menjaga informasi ang dimiliki dari pihak lain 

yang akan memberikan dampak kerugian. Undang-undang rahasia dagang 
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memberikan penjelasan pemilik rahasia dagang telah menjaga rahasia 

dagangnya apabila telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. 

Namun undang-undang tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hal 

tersebut, 

Hak rahasia dagang merupakan hak keperdataan sehingga pemilik 

rahasia dagang bebas untuk melakukan kesepakatan dengan pihak lain untuk 

mengeksploitasi hak yang dimiliki dalam suatu kegiatan usaha yang 

menguntungkan secara ekonomis. Hubungan hukum tersebut dilindungi oleh 

negara sehingga jika terjadi pelanggaran oleh pihak ketiga secara melawan 

hukum, secara dialectal pihak ketiga dan jgua pemilik rahasia dagang dapat 

melakukan tuntutan ataupun gugatan. 

Substansi gugatan yang dapat dilakukan adalah ganti rugi atau 

penghentian sementara semua perbuatan seperti yang telah disebutkan. Selain 

penyelesaian gugatan melalui pengadilan negeri, para pihak dapat pula 

menyelesaiakan perselisihan diantara mereka melalui arbitrase atau alternatif 

penyelesaian sengketa baik negosiasi, konsiliasi, maupun cara lain yang dipilih 

oleh para pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, 

kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, 

bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap Ialai untuk memenuhi 

perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya 

dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang 

telah ditentukan”. 
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D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan daripada konsep 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). Teori 

perlindungan hukum berkembang pada abad ke-19 dengan arah dan konsep 

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yaitu memberikan batasan 

dan peletakkan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah
63

 

Teori perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan Satjipto Rahardjo 

terinsipirasi dari pendapat Fitzgerald mengenai tujuan hukum yaitu untuk 

mengintegrasikan dan melakukan koordinasi terhadap berbagai kepentingan 

dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan 

terhadap berbagai kepentingan tersebut.
64

 

Perlindungan hukum sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai 

berikut:
65

 

1. Perlindungan hukum secara preventif merupakan perlindungan hukum yang 

bertujuan mencegah terjadinya masalah hukum atau snegketa dan 

mengarahkan untuk tindakan pemerintah bersikap hati-hati meakukan 

diskresi dari sebuah keputusan. 

2. Perlindungan hukum represif yaitu Perlindungan hukum yang bertujuan 

untuk menyelesaikan sengketa. 

3. Perlindungan hukum represif mweupakan perlindungan  hukum yang 

memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa.  
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Alinea ke-4 Preambule Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa 

negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negara 

Indonesia. Pemerintah merupakan wakil dari negara dalam menjalankan fungsi 

perlindungan berkaitan dengan HAM sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28I 

Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 maupun memberikan perlindungan 

dalam menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di 

Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 

Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. 

E. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum 

Kepastian adalah sebuah keadaan maupun perihal yang pasti, ketentuan 

atau ketetapan hukum secara hakikat harus dan pasti adil sebagai pedoman 

kelakukan. Pedoman daripada kelakuan harus menunjang tatanan berdasarkan 

nilai kewajaran. Bersifat adil dan dijalankan dengan pasti maka dikatakan 

bahwa hukum menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Kepastian 

hukum hanya bisa dijelaskan secara normatif, bukan dengan cara sosiologis.
66

 

Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum adalah sistem norma, sedangkan 

norma adalah pernyataan dengan menekankan pada das sollen atau yang 

seharusnya dengan memberikan beberapa peraqturan tentang sesuatu yang 

harus dilakukan. Norma adalah produk dan sikap manusi secara deliberatif. 

Norma merupakan produk dan aksi manusia yang deliberative dan perundang-

undangan yang berisi aturan yang  bersifat umum sebagai pedoman indvidu 

ataupun secara kolektif. Aturan hukum merupakan batasan yang diberikan 
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kepada masyarakat maupun individu dalam setiap tindakan sehingga bertujuan 

memberikan kepastian hukum.
67

 

Kepastian hukum jika dilihat secara normatif merupakan aturan yang 

dibuat dan diundangkan dikarenakan akan memberikan peraturan secara jelas 

serta rasional. Jelas yang dimaksud yaitu menjadi sebuah sistem norma dengan 

norma lainnya sheingga tidak terjadi tumpang tindih atau kontradiktif, tidak 

menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Kepastian hukum 

memberikan penjelasan mengenai keberlakukan hukum yang jeasl, konsisten 

dan memiliki konsekuensi dalam praktik tanpa adanya campur tangan 

(intervensi) ataupun pengaruh yang sifatnya subyektif. Kepastian dan keadilan 

tidak hanya menjadi tuntutan moral akan tetapi juga mnejelaskan ciri-ciri 

daripada hukum secara actual. Hukum yang tidak memberikan kepastian dan 

ketidakadilan merupakan kategori hukum yang buruk.
68

 

Utrecht menjelaskan bahwa kepastian hukum terdiri dari 2(dua) 

penjelasan, diantaranya yaitu sebagai berikut:
69

  

1. Aturannya bersifat umum dan memberikan individu memahami perbuatan 

yang boleh dan tidak boleh dilakukan; 

2. Hukum memberikan keamanan bagi setiap individu dari ketidakadilan atau 

sewenang-wenang pemerintah dikarenakan adanya peraturan yang sifatnya 

umum, hal ini berarti bahwa setiap indvidu memiliki hak untuk mengetahui 

boleh atau tidak boleh dilakukannya negara terhadap individu. 
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Kepastian hukum juga merupakan jaminan terkait dengan hukum yang 

berisi mengenai keadilan. Norma sebagai tolak ukur sebuah keadilan harus 

memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus ditaati. Gustav Radbruch 

menjelaskan bahwa keadilan dan kepastian hukum adlaah bagian yang tetap 

daripada hukum itu sendiri. Keadilan dan kepastian hukum harus mendpaatkan 

perhatian secara mendalam. Kepastian hukum harus dijaga dengan harapan 

dapat memberikan keamanan dan ketertuiban suatu negara. Pada akhirnya 

hukum positif harus ditaati berdasarkan teori kepastian hukum dan tujuan 

daripada nilai yaitu sebuah kebahagiaan dan keadilan.
70

 

F. Bisnis Franchise (Waralaba) Dalam Perspektif Islam 

Al-Quran dalam surat At-Taubah (9: 105) menjelaskan bahwa : 

 

هَبدَحِ فَيىَُجِّئكُُمْ ثِ وَقلُِ اعْمَلىُْا فَسَيزََ  لمِِ الْغَيْتِ وَالشَّ ً عه وْنَ الِه ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُىْلهُٗ وَالْمُؤْمِىىُْنََۗ وَسَتزَُدُّ  مَب كُىْتمُْ ي اّللّه

 تَعْمَلىُْنَ  

Dan katakanlah (Muhammad): “Bekerjalah kamu maka Allah dan 

rosulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan 

yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan”  

(QS. At-Taubah (9: 105). 

 

Ayat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Allah pasti melihat atau 

menyaksikan prestasi manusia dan Allah akan membalas amal perbuatan itu 

dalam bentuk kekayaan. Demikian pula dengan Rasulullah dan orang-orang 

beriman lainnya juga turut menyaksikan sehingga mereka memberi hak-hak 

kepada kita didunia ini.
71

  

Hadis nabi juga menguatkan kembali yakni : 
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“Tidak ada makanan yang dimakan seseorang yang lebih baik dari 

makanan yang merupakan usaha tangannya sendiri dan sesungguhnya Nabi 

Allah Daud makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Dalam islam bekerja 

dibatasi dengan dua hal yakni, keikhlasan dan ibtida’ atau mengikuti 

Rosulullah. Hendaknya tujuannya ialah mencari ridho Allah dan mengikuti 

sunnah Rasul.”
72

 

 

Syauqi Ahmad Dunya dalam karyanya yang berjudul Tanwil al-

Tanmiyah fi al-Iqtishad al-Islami menejlaskan kerja maupun usaha dengan 

tujuan membangun ekonomi merupakan sebuah kewajiban yang sakral  (farduh 

Muqaddash) dilihat dari sifat keagamaannya.
73

 Islam mewajibkan bekerja dan 

membangun perekonomian demi keberlangsungan hidup umat. 

Hadist dan ayat tersebut mengandung makna bahwa Islam mewajibkan 

setiap muslim khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja atau 

berusaha (mampu dalam segi apapun) bekerja merupakan salah satu sebab 

pokok manusia memperoleh harta kekayaan. Manusia dalam mencari nafkah 

diberikam jaminan oleh Allah SWT dengan melapangkan bumi, menyediakan 

banyaknya jenis fasilitas yang bias didayagunakan ntuk mencari rejeki.. Karena 

tujuan Allah menciptakan manusia dimuka bumi ini salah satunya untuk 

menjadi khalifah yakni pemimpin dibumi. 

Islam ternyata telah lama mengenalkan tentang adanya bisnis bermitra. 

Ayat tersebut menjelaskan mencari harta atas dasar suka sama suka, 

maksudnya ialah saling merelakan atas apa yang dikerjakan. Konsep waralaba 

didalamnya terikat oleh perjanjian antara kedua belah pihak beserta 

                                                             
72

 Al-Mushlih, S. A.-S. dan A. (2013). Fikih Ekonomi Islam. Jakarta: Darul-Haq. 
73

 Idri. (2015). Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi (pertama). Jakarta: Kencana. 



47 

 

 
 

transparansi setiap bisnis franchise dengan memberikan informasi dalam 

manajemen usaha yang telah diembannya. 

Islam juga memberikan penjelasan serta batasan mengenai apa itu 

kebebasan ekonomi seperti yang tertuang dalam kitab Al-Quran surat An-Nisaa 

ayat (4) yang berbunyi : 

ٰٓ انَْ تكَُىْنَ تجَِبرَحً عَهْ  ا امَْىَالَكُمْ ثَيْىَكُمْ ثبِلْجَبطِلِ الََِّ مَىىُْا لََ تَأكُْلىُْٰٓ ٰٓبيَُّهبَ الَّذِيْهَ اه ا اوَْفسَُكُمْ َۗ انَِّ يه ىْكُمْ َۗ وَلََ تَقْتلُىُْٰٓ تزََاضٍ مِّ

َ كَبنَ ثِكُمْ رَحِيْمًب
 اّللّه

 

“Wahai orang-orang beriman dan janganlah sebagian kamu 

memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan cara yang batil 

kecuali atas dasar suka sama suka diantara kamu”  

(QS. An-Nisaa {4}: 29). 

 

Islam memiliki prinsip kebebasan ekonomi yang berarti bahwa setiap 

individu diberikan oleh Allah SWT kebebasan untuk mencari, memiliki dan 

juga menikmati harta benda. Prinsip ini juga memiliki arti bebas dalam 

memiliki profesi maupun bisnis dengan tujuan mencari nafkah. Islam juga 

mengatur terkait halal dan haram sebuah produksi, distribusi dan konsumsi.
74

 

Kedudukan Islam dalam sebuah kehidupan ekonomi memberikan 

pengakuan kebebasan untuk menjalankan kegiatan ekonomi yakni segala 

bentuk perdagangan yang bermunculan dari tahun ketahun. Kebebasan yang 

dimaksud tidak bersifat mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibatasi dengan 

kemashlahatan (kehati-hatian dalam menjaga amanah dalam Islam) dan 

menolak kemudharatan individu dan masyarakat publik. Islam sangat 

menganjurkan sikap hati-hati dalam melakukan muamalah.
75

 Hal ini terdapat 

dalam kaidah fiqh bahwa  “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh 
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dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” dan “Hukum asal dalam 

muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang 

diharamkan Allah”.
76

 

Perjanjian dalam bisnis waralaba dapat diartikan sebagai akad dalam 

bisnis Islam, akad memilki arti ikatan atau hubungan diantara 2 (dua) hal serta 

dalam sebuah istilah bahwa akad merupakan keinginan untuk mengikat dengan 

sesuatu lain yang akan menimbulkan sebuah komitmen atau tanggung jawab 

serta hak berdasarkan syariat.
77

 

Seseorang yang melaksanakan akad akan merasa saling bertanggung 

jawab terhadap apa yang telah diakad serta kepada siapa ia berakad, sedangkan 

dari perspektif bisnis ataupun usaha akad memposisikan sebagai sesuatu yang 

utama ataupun pokok. Adanya perjanjian maka akan memberikan kejelasan 

dalam menjalankan sebuah bisnis. Allah menjelaskan dalam Al-Quran 

mengenai akad, yaitu sebagai berikut : 

ا اوَْفىُْا ثِبلْعُقىُْدَِۗ  مَىىُْٰٓ
ٰٓبيَُّهبَ الَّذِيْهَ اه  يه

 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”  

(QS. Al-Maidah (5): 1) 

 

Konsep bisnis waralaba pada intinya saling tolong menolong yakni 

menolong unit usaha kecil menjadi besar. Perlu penekanan dari franchisor 

untuk menolong dengan memberi bantuan skil dan manajemen bisnis, baik 

berupa konsep bisnis yang telah dipakainya dan keterampilan untuk dipakai 

oleh pihak lain (franchisee) dengan cara transparan antar keduanya. Oleh 
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karenanya suatu kewajiban dalam agama islam terkait menolong antar sesama. 

Sebagaimana ayat Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat (5) menegaskan : 

َ شَدِيْدُ الْعِقَبةِ 
َ َۗانَِّ اّللّه

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖوَاتَّقىُا اّللّه  وَلََ تَعَبوَوىُْا عَلًَ الَِْ

 

“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya siksa 

Allah lebih berat” 

(QS. Al-Maidah (5): 2). 

 

Tolong menolong dalam Islam telah diajarkan sejak dahulu pada zaman 

Rasulullah, pada hakikatnya lebih mengedepankan menolong orang lain dalam 

aspek kebaikan. Terpenting bagi bisnis waralaba telah jelas pengusaha besar 

menolong pengusaha kecil agar menjadi pengusaha besar pula dan bisa 

membuka peluang pekerjaan bagi banyak orang. Dengan begini pengangguran 

semakin terkikis sebab terdapat lapangan pekerjaan. 

Eksistensi bisnis waralaba dalam ekonomi Islam lebih mengedepankan 

prinsip Al-Quran dan Hadist. Konsep waralaba merupakan suatu bentuk 

perjanjian timbal balik, karena keduanya berkewajiban untuk memenuhi 

prestasi tertentu. Dalam waralaba diperlukan adanya prinsip (Transparansi) 

keterbukaan dan kehati-hatian. Hal ini sangat sesuai dengan rukun dan syarat 

akad menurut hukum Islam dan larangan transaksi “Gharar” (ketidakjelasan 

atau keraguan). Dan sesuai dengan azas akad yaitu Ash-Shidiq (Kejujuran dan 

Kebenaran) dan AI-Kitabah (Tertulis).
78
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BAB III 

HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN DAN PEMBUATAN AKTA / 

LITIGASI 

A. Perlindungan Hukum Akibat Klausul Non Kompetisi Dalam Perjanjian 

Waralaba (Franchise) 

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan daripada konsep 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). Teori 

perlindungan hukum berkembang pada abad ke-19 dengan arah dan konsep 

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yaitu memberikan batasan 

dan peletakkan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.
79

 

Teori perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan Satjipto Rahardjo 

terinsipirasi dari pendapat Fitzgerald mengenai tujuan hukum yaitu untuk 

mengintegrasikan dan melakukan koordinasi terhadap berbagai kepentingan 

dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan 

terhadap berbagai kepentingan tersebut.
80

 

Non-disclosure Agreement yang dikenal sebagai Perjanjian Kerahasiaan 

adalah suatu hukum kontrak antara para pihak yang memiliki kewenangan 

untuk memberikan suatu informasi rahasia yang diungkapkan oleh pihak yang 

mengungkapkan kepada pihak yang menerima informasi untuk tujuan tertentu 

baik perjanjian kerja maupun untuk kepentingan bisnis. “Informasi rahasia”
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merupakan suatu dan semua informasi dalam bentuk apapun, baik tertulis 

maupun dalam format elektronik, lisan atau sebaliknya, baik yang dianggap 

sebagai “Rahasia” maupun tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada, informasi 

yang berkaitan dengan bisnis, keadaan keuangan, strategi pemasaran, metode 

usaha, cara/kiat, penyedia, pelanggan, operasi, pentarifan, informasi teknis, 

ketentuan dan syarat kontrak serta semua informasi dalam bentuk apapun yang 

berkaitan dengan salah satu pihak, pemegang saham dan/atau perusahaan 

terkait dan asosiasi yang disampaikan, diserahkan atau disebarkan oleh atau 

atas nama salah satu Pihak kepada Pihak lainnya atau kepada Pegawai-nya, 

dengan maksud atau berkaitan dengan Proyek, baik sebelum maupun sesudah 

tanggal efektif suatu perjanjian.
81

 

Perjanjian kerahasiaan yang diatur dalam kontrak franchise Restoran 

Serba Wenak maka landasan hukumnya mengacu pada pasal 1338 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) berbunyi: "Semua persetujuan 

yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali 

selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang 

ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad 

baik." 

Pemeliharaan rahasia berkaitan dengan franchise Restoran Serba Wenak 

baik hubungan antara pekerja dan pengusaha maupun untuk hubungan dalam 

suatu hubungan kerjasama bisnis dimana salah satu pihak atau keduanya 
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berkewajiban untuk menjaga rahasia. "Informasi Rahasia" selalu berkaitan 

dengan Hak Kekayaan Intelektual baik berupa paten, hak atas invensi, hak 

cipta dan hak-hak yang terkait, hak moral, hak jasa, merek dagang, nama usaha 

dan nama domain, hak atas desain suatu produk (rights in get-up), muhibah 

(goodwill) dan hak untuk menuntut atas pernyataan palsu (passing off) atau 

persaingan tidak sehat, hak atas rancangan, hak atas perangkat lunak komputer, 

hak basis data, hak untuk menggunakan, dan melindungi kerahasiaan, 

informasi rahasia (termasuk pengetahuan dan rahasia dagang) dan semua hak 

kekayaan intelektual lainnya, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar serta 

termasuk semua permohonan dan hak untuk mengajukan permohonan, hak 

untuk memperoleh pembaruan atau perpanjangan, dan hak untuk mengklaim 

prioritas dari, hak-hak tersebut dan semua hak serupa atau setara atau bentuk-

bentuk perlindungan yang berlaku atau akan berlaku saat ini atau di kemudian 

hari di bagian mana pun di dunia. 

Perlindungan terhadap rahasia dagang dalam franchise Restoran Serba 

Wenak memuat klausul confidential information untuk mengidentifikasikan 

hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam rahasia dagang yang dimiliki oleh 

pemilik waralaba. Selain itu perjanjian waralaba Restoran Serba Wenak juga 

memuat klausul non disclosure agreement yang merupakan kesepakatan 

terhadap suatu pihak (franchisee) untuk tidak mengungkapkan informasi 

rahasia dagang kepada pihak lain. 

Perjanjian waralaba yang telah berakhir maka perjanjian waralaba harus 

memuat non compete agreement ketentuan yang menyatakan bahwa penerima 
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waralaba (franchisee) dilarang membangun, menjalankan atau meniru usaha 

yang sejenis, memiliki kemiripan atau yang dapat menciptakan kompetisi 

dengan usaha waralaba yang diberikan dan dimiliki oleh pihak pemberi 

waralaba, maka seluruh kerugian investasi pihak pemberi waralaba menjadi 

risiko pihak penerima waralaba. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya 

penyalahgunaan rahasia dagang oleh mantan penerima waralaba untuk 

membuka usaha bisnis yang sama yang dapat menimbulkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat. 

Non compete agreement boleh diperjanjikan sepanjang hal itu digunakan 

untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual pemberi waralaba juga untuk 

menjaga identitas dan reputasi usaha waralaba. Klausul ini dalam jangka waktu 

yang lama tidak diperbolehkan karena dapat menghambat persaingan dan 

perkembangan teknologi.
82

 

Perjanjian franchise Restoran Serba Wenak juga memiliki klausul non 

solicitation agreement yang merupakan larangan penghasutan terhadap 

pelanggan maupun karyawan pemberi waralaba. Disamping itu dalam 

perjanjian waralaba juga harus dimasukkan klausul-klausul yang memuat 

sanksi – sanksi terhadap pelanggaran klausul non disclosure, non compete dan 

non solicitation agreement tersebut agar klausul-klausul tersebut nantinya tidak 

dilanggar dan tidak menjadi klausul-klausul belaka tetapi dapat ditegaskan 

berlakunya.
83
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai perlindungan 

hukum akibat klausul non kompetisi dalam perjanjian franchise (waralaba) 

Restoran Serba Wenak dijelaskan bahwa dalam Pasal 13 draft kontrak 

franchise mengenai rahasia dagang bahwa franchisee diwajibkan untuk 

merahasiakan sistem, manajemen dan cara-cara pengelolaan restoran yang 

didapat dari franchisor selama dalam masa perjanjian berlangsung maupun 

telah berakhir. Dalam pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 

tentang Rahasia Dagang disebutkan bahwa rahasia dagang adalah informasi 

yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai 

ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya 

oleh pemilik rahasia dagang. Dari rumusan pasal 1 butir (1) Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang tersebut, dapat disebutkan 

beberapa unsur rahasia dagang yaitu : 

1. Terdapat informasi, 

2. Informasi tersebut tidak diketahui umum atau tertutup, 

3. Informasi di bidang teknologi atau bisnis,  

4. Informasi tersebut mempunyai nilai ekonomis (komersial), dan 

5. Informasi tersebut oleh pemiliknya dilindungi dengan langkah-langkah 

bersifat protektif. 

Undang-Undang Rahasia Dagang telah mengakui sifat kerahasiaan 

informasi tersebut akan bersifat tetap (permanen), selama hal itu dikehendaki 

oleh pemilik informasi. Hal demikian itu sekaligus sebagai bentuk pengakuan 
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oleh undang-undang terhadap keeksklusifan informasi yang bersangkutan. 

Dengan demikian, patutlah dilindungi sebagai hak milik keperdataan. 

Model bisnis daripada  franchise Restoran Serba Wenak terdiri dari 3 

(tiga) diantaranya yaitu :  

1. Product Franchise, suatu bentuk waralaba bahwa penerima waralaba hanya 

bertindak sebagai distribusi terkait dengan produk partnernya dengan batasan 

areal;  

2. Processing Franchise Of Manufacturing Franchise, bahwa pemberi 

waralaba hanya sebagai pemegang memberikan terkait know-how suatu proses 

produksi;  

3. Business Format Atau System Franchise, kedudukan pemberi waralaba 

memiliki cara yang unik dalam menyajikan produk dalam suatu paket kepada 

konsumen. 

Perjanjian franchise Restoran Serba Wenak berdasarkan Peraturan 

Menteri Perdagangan No.53/M-DAG/PER.8.2012 Tentang Penyelenggaraan 

Waralaba pada Pasal 27 Ayat (1) menjelaskan bahwa “pemberi waralaba wajib 

memberikan pembinaan kepada penerima waralaba.” Pada Ayat (1) 

menjelaskan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu ; 

1. Pendidikan dan pelatihan tentang sistem manajemen pengelolaan waralaba 

yang dikerjasamakan sehingga penerima waralaba dapat menjalankan 

kegiatan waralabanya dengan baik dan menguntungkan; 

2. Secara rutin memberikan bimbingan operasional  manajemen, sehingga 

apabila ditemukan kesalahan operasional dapat diatasi dengan segera; 
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3. Membantu pengembangan pasar melalui promosi seperti melalui iklan, 

leaflet atau katalog maupun brosur serta pameran, penelitian, 

pengembangan pasar dan produk yang dipasarkan, sehingga sesuai dengan 

kebutuhan dan dapat diterima pasar dengan baik. 

Jenis supporting management franchise Restoran Serba Wenak 

diantaranya pelatihan dan bantuan teknik dari franchisor. Pelatihan merupakan 

hal mutlak yang harus dilakukan oleh calon franchisee. Franchisor merasa 

bahwa pelatihan terutama untuk tahap awal merupakan hal terpenting. 

Franchisor harus mendapat kepastian bahwa para franchisee beserta staff 

mereka telah mendapat pelatihan yang baik diantaranya :
 

1. Bahwa Franchisor adalah restoran yang menyajikan makanan siap saji yang 

dikenal dengan nama Restoran Serba Wenak. 

2. Bahwa Franchisor setuju memberikan izin dan membantu Franchisee 

menjual dan menyajikan menu makanan Restoran Serba Wenak untuk 

wilayah Jakarta Selatan. 

3. Bahwa Franchisee berjanji akan mengawasi, menjaga dan mengendalikan 

mutu makanan Serba Wenak serta memberikan pelayanan terbaik bagi 

setiap konsumen sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Franchisor. 

4. Bahwa Franchisor memberikan hak eksklusif kepada Franchisee untuk 

membuka restoran yang menyediakan dan menyajikan makanan siap saji 

yang ditetapkan Franchisor di seluruh wilayah Jakarta Selatan. 

5. Franchisor memberikan izin kepada Franchisee untuk membuka usahanya 

dengan nama Restoran Serba Wenak untuk itu Franchisee dapat 
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menggunakan merek dan sistem secara bersamaan dengan Franchisee 

lainnya yang sudah diizinkan oleh Franchisor sebelumnya. 

6. Franchisee setuju membeli dan menjalankan serta mematuhi semua aturan 

dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Franchisor. 

Franchisee harus menilai kelayakan dari pelatihan serta bantuan teknik 

yang diberikan oleh franchisor kepadanya. Kelayakan menjadi penting karena 

sangat berguna bagi franchisee di dalam menjalankan bisnisnya, karena jika 

franchisee tidak mendapat bantuan teknik serta pelatihan yang cukup, maka 

akan mendapat kesulitan di dalam menjalankan roda bisnisnya. 

Supporting management berupa pengiklanan dan strategi pemasaran 

merupakan bagian dari perjanjian franchise. Masalah iklan perlu menjadi 

perhatian yang utama dalam perjanjian waralaba. Pemasangan iklan ini bersifat 

lokal, regional atau bahkan internasional. Pengaturan periklanan ini ditentukan 

berdasarkan berapa banyak frekuensi pengiklanannya untuk setiap tahun. 

Pasal 14 draft perjanjian franchise Restoran Serba Wenak poin 1 

menjelaskan bahwa apabila franchisee lalai dan atau tidak melakukan 

kewajibannya yang diatur dalam perjanjian ini padahal sudah diberikan 

peringatan ketiga oleh franchisor namun masih melakukan pelanggaran baik 

berbeda maupun yang sama, pelanggaran mana yang dianggap serius 

sebagaimana tertulis dalam surat peringatan/teguran yang menurut ukuran 

franchisor.  

Hak rahasia dagang franchise Restoran Serba Wenak merupakan hak 

keperdataan sehingga pemilik rahasia dagang bebas untuk melakukan 
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kesepakatan dengan pihak lain untuk mengeksploitasi hak yang dimiliki dalam 

suatu kegiatan usaha yang menguntungkan secara ekonomis. Hubungan hukum 

tersebut dilindungi oleh negara sehingga jika terjadi pelanggaran oleh pihak 

ketiga secara melawan hukum, perbuatan pihak ketiga tersebut merupakan 

dialektual sehingga pemilik rahasia dagang dapat melakukan tuntutan atau 

gugatan. 

Substansi gugatan yang dapat dilakukan adalah ganti rugi atau 

penghentian sementara semua perbuatan seperti yang telah disebutkan. Selain 

penyelesaian gugatan melalui pengadilan negeri, para pihak dapat pula 

menyelesaiakan perselisihan diantara mereka melalui arbitrase atau alternatif 

penyelesaian sengketa baik negosiasi, konsiliasi, maupun cara lain yang dipilih 

oleh para pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Negara Indonesia. 

Pasal 14 draft perjanjian franchise Restoran Serba Wenak mengenai 

pembatalan perjanjian menjelaskan bahwa franchisor dapat membatalkan 

secara sepihak perjanjian ini karena hal-hal berikut : 

1. Apabila franchisee lalai dan atau tidak melakukan kewajibannya yang diatur 

dalam perjanjian ini padahal sudah diberikan peringatan ketiga oleh 

franchisor namun masih melakukan pelanggaran baik berbeda maupun yang 

sama, pelanggaran mana yang dianggap serius sebagaimana tertulis dalam 

surat peringatan/teguran yang menurut ukuran franchisor. 
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2. Apabila franchisee bangkrut atau dinyatakan pailit kecuali jika franchisee 

dengan segera memenuhi kembali semua kewajiban-kewajiban yang 

ditetapkan dalam perjanjian ini. 

3. Dalam hal perjanjian ini diakhiri atau dibatalkan, franchisee berkewajiban 

untuk : 

a. Membayar kepada franchisor dengan segera seluruh jumlah hutang-

hutangnya sekaligus dan lunas dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari 

setelah tanggal perjanjian ini berakhir. 

b. Tidak menuntut dan meminta kembali franchise fee dan biaya-biaya lain 

yang sudah dikeluarkan beserta bunganya. 

c. Dengan segera dan secara tetap menghentikan penggunaan semua tanda 

milik/label franchisor. 

d. Franchisee tidak diperkenankan mempromosikan atau mengiklankan 

restorannya dengan menggunakan nama dan merek franchisor. 

e. Franchisee dengan segera mengembalikan kepada franchisor semua 

buku manual penuntun, video, kaset, formulir atau peralatan dan barang-

barang cetakan yang berisi tanda-tanda produk makanan milik franchisor 

paling lambat 14 hari setelah perjanjian ini berakhir. 

f. Franchisee memberikan kuasa penuh kepada franchisor untuk 

melakukan pemeriksaan/inspeksi dan memasuki restoran franchisee serta 

mengambil tanda-tanda yang bercirikan merek franchisor. 

Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, 

kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, 
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bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi 

perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya 

dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui batas yang 

telah ditentukan” Kemudian pada Pasal 1236 KUHPerdata menjelaskan bahwa 

“si berhutang wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si 

berpiutang, apabila telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu 

untuk menyerahkan bendanya atau tidak merawat sepatutnya guna 

menyelamatkannya.”  

Bentuk wanprestasi dibagi menjadi 3 (tiga), diantaranya yaitu : 

1. Salah satu pihak tidak melakukan prestasi sama sekali; 

2. Melakukan prestasi tapi keliru; 

3. Melakukan prestasi tetapi terlambat melakukannya. 

Seseorang dapat dikatakan wanprestasi dalam melaksanakan suatu 

perjanjian apabila : 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya 

2. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang 

diperjanjikan; 

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak tepat waktu; 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh atau dilarang. 

Pertama yang harus diingat bahwa yang menjadi dasar perjanjian itu 

adalah janji, dan timbulnya janji itu karena adanya kemauan sendiri merupakan 

suatu hal yang abstrak serta tidak mempunyai arti apa-apa sebelum dinyatakan 

baik ucapan, perbuatan, maupun syarat. Apabila kedua belah pihak sudah 
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melaksanakan perjanjian berarti sejak itu dianggap ada kemauan yaitu berupa 

kemauan menunaikan kewajiban dan memperoleh hak dari janji yang diadakan 

itu. Sehubungan dengan kelalaian debitur ini maka terlebih dahulu hendaklah 

diketahui macam-macam kewajiban yang harus dianggap lalai apabila tidak 

dilaksanakan. Dilihat dari macam-macam hal yang dijanjikan, maka kewajiban 

debitur pada pokoknya ada tiga macam yaitu :  

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan; 

2. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan; 

3. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.
84

 

Keadaan memaksa (overmacht) adalah keadaan debitur yang tidak  

melaksanakan apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal yang sama sekali tidak 

dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau 

peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan kata lain, tidak terlaksananya 

perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu bukanlah disebabkan 

karena kelalainnya, ia tidak dapat dikatakan salah  atau alpa, dan orang yang 

tidak bersalah tidak boleh dijatuhi sanksi yang diancamkan atas kelalainnya. 

Pasal 16 draft perjanjian franchise Restoran Serba Wenak tentang 

Penyelesaian Perselisihan bahwa apabila timbul sengketa diantara kedua belah 

pihak akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan 

mufakat. Apabila dalam musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil 

mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara 

hukum dan karenanya kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap 
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di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penyelesaian sengketa 

yang tertuang dalam perjanjian franchise (waralaba) merupakan bentuk 

perlindungan hukum.  

Perlindungan hukum sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai 

berikut:
85

  

1. Perlindungan hukum preventif yaitu berupa perlindungan hukum yang 

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan 

daripada pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan 

berdasarkan diskresi;  

2. Perlindungan hukum represif yaitu Perlindungan hukum yang bertujuan 

untuk menyelesaikan sengketa. 

Rahasia dagang akan mendapatkan perlindungan apabila informasi 

tersebut bersifat :
86

 

1. Bersifat rahasia, maksudnya bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh 

pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. 

Berdasarkan hal ini, maka pemilik rahasia dagang harus dapat membuktikan 

bahwa informasi itu benar-benar hanya diketahui oleh perusahaannya bukan 

merupakan informasi yang berifat umum. 

2. Mempunyai nilai ekonomis, maksudnya bahwa sifat kerahasiaan informasi 

tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat 

komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.  

                                                             
85

Ibid,. 
86

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. (2014). Hak Milik Intelektual. Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti. hal. 354. 



63 

 

 
 

3. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya, pemilik rahasia dagang harus 

menjaga informasi yang bersifat rahasia dari pihak-pihak lain yang dapat 

merugikan kepentingannya. Undang-undang rahasia dagang memberikan 

penjelasan pemilik rahasia dagang telah menjaga rahasia dagangnya apabila 

telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Namun undang-

undang tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hal tersebut, 

Hak rahasia dagang franchise Restoran Serba Wenak merupakan hak 

keperdataan sehingga pemilik rahasia dagang bebas untuk melakukan 

kesepakatan dengan pihak lain untuk mengeksploitasi hak yang dimiliki dalam 

suatu kegiatan usaha yang menguntungkan secara ekonomis. Hubungan hukum 

tersebut dilindungi oleh negara sehingga jika terjadi pelanggaran oleh pihak 

ketiga secara melawan hukum, perbuatan pihak ketiga tersebut merupakan 

dialektual sehingga pemilik rahasia dagang dapat melakukan tuntutan atau 

gugatan. 

Teori perlindungan hukum memuat tentang bagaimana para pihak yang 

merasa dirugikan oleh pelanggaran wanprestasi atas perjanjian kontrak untuk 

menempuh jalur hukum guna mendapatkan keadilan, adapun substansi gugatan 

yang dapat dilakukan adalah ganti rugi atau penghentian sementara semua 

perbuatan seperti yang telah disebutkan diatas. Selain penyelesaian gugatan 

melalui pengadilan negeri, para pihak dapat pula menyelesaiakan perselisihan 

diantara mereka melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa baik 

negosiasi, konsiliasi, maupun cara lain yang dipilih oleh para pihak, sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Perlindungan hukum akibat klausul non kompetisi bagi penerima 

waralaba menurut hemat penulis harus lebih dipersingkat masa berlakunya, 

yang tadinya klausul tersebut berlaku selama 2 tahun diganti menjadi hanya 3-

6 bulan saja. Hal tersebut berguna untuk memberikan kesempatan yang sama 

bagi setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai 

amanat Pasal 28D ayat 2 UUD 1945. Sedangkan perlindungan hukum akibat 

klausul Non Kompetisi bagi pemberi waralaba yakni lebih kearah untuk 

menjamin terjaganya sistem dagang, merk maupun produk hasil dari kerjasama 

Franchise. 

B. Kedudukan Klausul Non Kompetisi Yang Telah Memenuhi Unsur Pasal 

1320 KUHPerdata Mengenai Syarat Sahnya Perjanjian 

Franchise (Waralaba) Restoran Serba Wenak pada hakikatnya adalah 

konsep pemasaran dalam rangka untuk memperluas jaringan usaha restoran 

makanan siap saji secara cepat. Franchise (waralaba) bukan merupakan 

alternatif akan tetapi salah satu cara yang sama kuat dan strategi konvensional 

dengan tujuan melakukan pengembangan usaha yang lebih mudah, cepat dan 

luas. Franchise (waralaba) Restoran Serba Wenak memiliki keunggulan terkait 

sistem yang diterapkan diantaranya adalah mengenai sumber daya modal, 

sumber daya manusia serta pengelolaan manajemen yang diterapkan. 

Franchise (waralaba) dikenal sebagai jalur distribusi yang sangat efektif 

mengenalkan produk terhadap konsumen melalui perantara. 

Franchise (waralaba) Restoran Serba Wenak dijelaskan juga sebagai 

perikatan dimana salah satu pihak yakni penerima waralaba diberikan hak 
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untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau 

penemuan ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain yakni pemberi waralaba 

dengan suatu imbalan berupa persyaratan yang ditetapkan dalam rangka 

penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa. Secara sederhana dijelaskan 

bahwa franchise (waralaba) merupakan penjualan paket usaha komprehensif 

dan siap pakai yang mencakup merek dagang, material dan pengelolaan 

manajemen. 

Pengertian lain daripada franchise (waralaba) yaitu sistem pemasaran 

yang berkisar pada perjanjian sah antara 2 (dua) pihak yang salah satunya 

(franchisee) diberikan hak istimewa untuk menjalankan bisnis sebagai milik 

pribadi, tetapi dengan syarat yang ditentukan perusahaan pemberi waralaba 

(franchisor) berdasarkan metode dan terminologi yang dispesifikasikan oleh 

pihak lain (franchisor).  

Karakteristik daripada franchise Restoran Serba Wenak diantaranya 

adalah sebagai berikut :
87

 

1. Harus ada suatu perjanjian (kontrak) tertulis, dalam hal ini perjanjian 

franchise Restoran Serba Wenak dituangkan dalam akta perjanjian yang 

telah disepakati oleh pihak franchisor/pemberi waralaba yang diwakili oleh 

direktur perusahaan Bapak Drs. M. Adung Darmadung dengan pihak 

franchisee/penerima waralaba yaitu Ibu Leni Marleni, disini melalui 

perwakilan kepentingan yang seimbang (adil) antara franchisor dengan  

franchisee; 
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2. Franchisor wajib memberikan pelatihan dalam setiap aspek bisnis yang 

didatangkan; 

3. Franchisee diberikan kendali oleh franchisor untuk beroperasi 

menggunakan merek dagang, format serta prosedur dan segala nama 

(reputasi) yang dimiliki oleh franchisor; 

4. Franchisee diwajibkan mengadakan investasi yang bersumber dari dana 

sendiri ataupun dari investor lain atau secara kredit; 

5. Franchisee memiliki hak untuk mengelola bisnisnya sendiri; 

6. Franchisee memberikan fee ataupun royalti kepada franchisor terhadap hak 

yang diperoleh dan juga berdasarkan bantuan yang diberikan franchisor; 

7. Franchisee memiliki hak mendapatkan pemasaran tertentu yaitu bahwa 

secara tunggal yang berhak untuk memasarkan barang maupun jasa yang 

dihasilkannya;  

8. Transaksi antara franchisor dengan franchisee bukan merupakan transaksi 

yang terjadi antara cabang dari perusahaan induk yang sama atau individu 

dengan perusahaan yang dikontrol.  

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba 

menyatakan bahwa Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis 

antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan 

hukum Indonesia. Perjanjian sebagaimana dijelaskan pada Ayat (1) ditulis 

dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Indonesia. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan 

pada Pasal 1320 KHUPerdata yaitu 1) sepakat mereka yang mengikatkan 
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dirinya; 2) kecakapan membuat suatu kontrak; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu 

sebab yang halal. Perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, 

diantaranya yaitu : 

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya 

Dalam hal ini para pihak sepakat untuk mengikatkan diri untuk 

menjalin hubungan Kerjasama yang dituangkan dalam sebuah akta 

perjanjian waralaba/franchise, dimana para pihaknya yaitu Bapak Drs. M. 

Adung Darmadung mewakili perusahaan sebagai pihak pemberi franchise 

(franchisor) dengan Ibu Leni Marleni sebagai pihak penerima waralaba 

(franchisee) 

Pasal 1 draft perjanjian franchise (waralaba) menjelaskan mengenai 

syarat-syarat yang terdiri; a) Franchisee menyatakan bahwa untuk 

memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkah oleh Franchisor antara lain: 

b) memiliki tempat usaha baik miliki sendiri atau hak sewa minimal 5 (lima) 

tahun seluas 400 meter persegi dengan desain sebagaimana terlampir; c) 

menyediakan fasilitas parkir yang memadai minimal untuk 15 (limabelas) 

kendaraan roda 4 dan 50 (limapuluh) kendaraan roda 2 serta minimal 

menyediakan satu toilet untuk konsumen; d) menyediakan modal awal 

usaha sebesar Rp. 300.000.000 (tigaratus juta rupiah) dan uang jaminan 

sebesar Rp. 35.000.000 (tigapuluh lima juta rupiah) yang harus disetor ke 

rekening Franchisor; e) tidak akan menyediakan dan menyajikan makanan 

lain dan atau usaha lain selain makanan Serba Wenak yang ditetapkan oleh 

Franchisor.  
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Menurut Sudikno Metokusumo terdapat 5 (lima) cara terjadinya 

persesuaian kehendak diantaranya yaitu; a) bahasa yang sempurna dan 

tertulis; b) bahasa yang sempurna secara lisan; c) bahasa yang tidak 

sempurna akan tetapi dapat diterima oleh pihak lawan; d) bahasa isyarat 

asalkan dapat diterima oleh pihak lawan; e) diam atau membisu tetapi asal 

dipahami atau diterima pihak lawan.
88

 

Pasal 7 PP No.42 Tahun 2007 Tentang Waralaba jo Pasal 5 Permen. 

Perdagangan No.12M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Penerbiatan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba mewajibkan 

franchhisor sebagai pemberi waralaba melakukan disclosur terhadap 

berbagai aspek material yang dapat mempengaruhi keputusan franchisee 

sebagai penerima waralaba untuk menolak atau menerima persyaratan yang 

akan dituangkan dalam suatu perjanjian waralaba atau franchise agreement 

yang meliiputi : 

a. data identitas pemberi waralaba; 

b. legalitas pemberi usaha waralaba; 

c. sejarah kegiatan usahanya; 

d. struktur organisasi pemberi waralaba; 

e. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir; 

f. tempat usaha; 

g. daftar penerima waralaba; 

h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba. 
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2. Kecakapan Bertindak Untuk Membuat Suatu Perjanjian 

Kecakapan para pihak dijelaskan pada awal draft perjanjian dengan 

menyertakan identitas diantaranya; 1) Drs. M. Adung Darmadung, selaku 

Direktur Restoran Serba Wenak beralamat di Jl. Raja Panjang No. 221 

Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 

Restoran Serba Wenak dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Franchisor; 

2) Leni Marleni, swasta, beralamat di Jl. Van Java No. 32 Radio Dalam 

Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku 

penerima Franchise yang selanjutnya disebut Franchisee. Para pihak 

dinyatakan cakap karena sudah dewasa yaitu berumur lebih dari 21 

(duapuluh satu) tahun. 

Pasal 16 draft perjanjian franchise mengenai penutup dijelaskan 

bahwa demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak 

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak 

manapun serta dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan 

hukum yang sama. Dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 

Juni tahun 2008. Umumnya seseorang dikatakan cakap melakukan 

perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya usia sudah mencapai 21 

tahun atau sudah kawin walaupun belum mencapai usia 21 tahun.
89

  

Prof. H. Hilman Adikusuma berpendapat bahwa batas kedewasaan 

seseorang bukan menjadi hal yang perlu dipermasalahkan, hal ini 

dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia 
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telah melaukan perbuatan hukum.
90

 R.Soesilo menyatakan bahwa yang 

dimaksudkan belum dewasa ialah mereka yang belum berumur usia 21 

tahun dan belum kawin. Lawan dari cakap hukum adalah tidak cakap 

hukum dan hal ini diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu “tidak cakap 

untuk membuat perjanjian adalah; 1) orang-orang yang belum dewasa; 2) 

mereka yang ditaruh dibawah pengampunan; 3) orang-orang perempuan 

dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua 

orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-

perjanjian tertentu..  

3. Adanya Objek Atau Suatu Hal Tertentu 

Beberapa objek yang dijelaskan dalam perjanjian franchise yaitu : 

a. Pasal 1 tentang syarat-syarat; 

b. Pasal 2 tentang Franchisee Fee dan Royalti; 

c. Pasal 3 tentang Sengketa dengan Pihak Ketiga;  

d. Pasal 4 Jam Buka Restoran; 

e. Pasal 5 tentang Kewajiban Franchisor; 

f. Pasal 6 Kewajiban Franchisee; 

g. Pasal 7 tentang Biaya-biaya; 

h. Pasal 8 tentang Pajak; 

i. Pasal 9 tentang Perubahan Sistem; 

j. Pasal 10 tentang Jangka Waktu; 

k. Pasal 11 tentang Kuasa; 

                                                             
90

Ibid,. 



71 

 

 
 

l. Pasal 12 tentang Laporan; 

m. Pasal 13 tentang Rahasia Dagang; 

n. Pasal 14 tentang Pembatalan; 

o. Pasal 15 tentang Penyelesaian Perselisihan; 

p. Pasal 16 tentang Penutup. 

Barang yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah barang 

yang dapat diperdagangkan dalam Pasal 1332 KUHPerdata ditentukan 

bahwa : “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang 

dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Pasal 1333 KUHPerdata juga 

menjelaskan bahwa “suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu 

barang yang sedikit sudah ditentukan. Dan tidaklah menjadi halangan 

bahwa jumlah barang tidak ditentukan atau tertentu, asal saja jumlah itu 

kemudian dapat ditentukan atau dihitung.” 

Pasal 1334 KUHPerdata dijelaskan bahwa “barang-barang yang baru 

akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.” Dengan 

demikian maka kesimpulan yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah 

barang-barang atau benda yang sudah ada maupun barang atau benda yang 

masih akan ada. Untuk menentukan barang yang akan menajadi objek 

perjanjian, dapat digunakan berbagai cara seperti menghitung, menimbang, 

mengukur atau menakar. Sementara untuk menentukan  nilai suatu jasa, 

harus ditentukan oleh apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.
91
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Manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang 

dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan melalui pemanfaatan sumber 

daya manusai dan sumber daya lainnya. Manajemen sebagai sebuah proses 

perencanaan, pengorganisasian dan pengontrolan  sumber daya untuk 

mencapai sasaran (goal) secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan 

dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti tugas 

yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir dan sesuai dengan jadwal. 

Pemberi waralaba berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) PP No. 42 Tahun 

2007 Tentang Waralaba yang dimaksud dengan pemberi waralaba 

(franchisor) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan 

hak untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya 

kepada penerima waralaba. Penerimaan waralaba lanjutan utama (master 

franchisee) adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditunjuk 

oleh pemberi waralaba utama untuk menunjuk calon penerima waralaba 

selanjutnya di daerah lain.  

Penerima waralaba (franchisee) adalah orang  perseorangan atau 

badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk 

memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi 

waralaba. Perjanjian waralaba memuat kumpulan persyaratan, ketentuan dan 

komitmen yang dibuat dan dikehendaki serta yang harus ditaati oleh 

franchisor dan franchisee.  
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Perjanjian waralaba didalamnya tercantum ketentuan berkaitan dengan 

hak dan kewajiban para pihak. Secara umum kewajiban pemberi waralaba 

adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan informasi terkait dengan ciri khas usaha waralaba;  

b. Memberikan bantuan kepada penerima waralaba berupa pembinaan, 

bimbingan dan pelatihan kepada penerima waralaba.  

Sedangkan hak dari penerima waralaba diantaranya yaitu :  

a.  Memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan ciri 

khas usaha seperti manajemen, penjualan, penataan dan distribusi yang 

terkait dengan objek waralaba;  

b. Memperoleh bantuan dari pemberi waralaba dengan segala macam 

pemanfaatan dan penggunaan. 

Supporting Management  merupakan dukungan yang diberikan oleh 

franchisor kepada franchisee secara keseluruhan terkait dengan bisnis yang 

dijalankan. Diantara supporting management yang diberikan franchisor 

kepada franchisee ialah berupa bahan baku yang digunakan untuk 

menjalankan usaha, konsultasi mengenai jenis pemasaran (marketing 

management) dan bantuan terhadap franchisee bila terjadi masalah 

dilapangan. 

Supporting Management atau dukungan manajerial merupakan 

dukungan dari franchisor kepada franchise secara terus menerus selama 

masa kontrak franchise berlaku, diantaranya berupa : 

a. pelatihan sumber daya manusia (karyawan); 
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b. bimbingan operasional manajemen; 

c. pengendalian mutu produk dan manajemen; 

d. promosi dan pemasaran; 

e. penelitian dan pengembangan; 

f. evaluasi bisnis. 

Franchisor diharapkan untuk menyediakan training yang cukup 

kepada karyawan dalam rangka operasional sistem waralaba dan training 

yang berkelanjutan setelah unit franchise tersebut dibuka. Bentuk-bentuk 

training yang dapat diberikan antara lain; a) Marketing Training; b) 

Processing Training; c) Repair Training; d) General Business Training. 

4. Suatu Sebab Yang Halal (Causa) 

Syarat ini menerangkan, Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa 

suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena 

sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian. 

Jadi yang dimaksudkan dengan sebab atau kausa dari suatu perjanjian 

adalah isi perjanjian itu sendiri. 

Perjanjian waralaba Restoran Serba Wenak  dalam hal ini merupakan 

usaha dibidang makanan siap saji, dimana dalam msayarakat kita hal 

tersebut merupakan sesuatu yang positif apalagi menu masakan dari 

Restoran Serba Wenak telah mendapat srtifikat halal dari MUI, dengan 

begitu suatu sebab yang halal telah terpenuhi dalam perjanjian ini yang 

dituangkan kedalam sebuah akta Perjanjian Waralaba 
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Pasal 6 Draft perjanjian franchise mengenai kewajiban franchisee 

yaitu: 

a. Seluruh biaya untuk pengadaan perabotan untuk keperluan restoran serta 

bahan-bahan baku pembuatan menu Serba Wenak yang sesuai dengan 

standar franchisor serta biaya-biaya lain seperti pengurusan perizinan 

atas pembukaan dan pengoperasian restoran menjadi tanggungan 

franchisee sendiri. 

b. Franchisee setuju bahwa pengadaan brosur, kartu nama, formulir, 

kwitansi, seragam, bahan/atau alat promosi dan benda-benda lain yang 

diperlukan untuk menunjang usaha restoran, franchisee sepakat untuk 

membeli dari franchisor atas biaya franchisee. 

c. Franchisee atau pekerja yang dipekerjakan oleh franchisee pada restoran 

yang dimaksudkan dalam perjanjian ini wajib mengikuti program 

pelatihan dan kerja praktek yang diselenggarakan franchisor atas biaya 

franchisee. 

Perjanjian kerjasama antara franchisor dengan franchisee berdasarkan 

Peraturan Menteri Perdagangan No.53/M-DAG/PER.8.2012 Tentang 

Penyelenggara Waralaba pada Pasal 27 Ayat (1) menjelaskan bahwa 

“pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan kepada penerima 

waralaba”. Pada Ayat (1) menjelaskan pembinaan sebagaimana dimaksud 

yaitu : 

a. Pendidikan dan pelatihan tentang sistem manajemen pengelola waralaba 

yang dikerjasamakan sehingga penerima waralaba dapat menjalankan 
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kegiatan waralabanya dengan baik dan menguntungkan. Pasal 5 draft 

perjanjian franchise mengenai Kewajiban Franchisor menjelaskan bahwa 

selama perjanjian ini berlangsung Franchisor berkewajiban untuk : 

1) memberikan panduan operasional pengelolaan restoran kepada 

franchisee dan menyediakan secara Cuma-Cuma pengetahuan tentang 

manajemen pengelolaan dan teknik penyajian menu Serba Wenak. 

2) menyediakan desain interior, pelatih dan materi pelatihan untuk para 

pekerja restoran franchisee atas biaya franchisor sendiri. 

3) menyelenggarakan program pelatihan untuk franchisee secara 

berkesinambungan dan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 

setahun. 

4) memberikan konsultasi gratis kepada franchisee apabila restoran 

franchisee berada dalam keadaan krisis yang dapat menyebabkan 

tutupnya atau berhentinya bisnis restoran franchisee. 

5) memberikan rekomendasi kepada pihak perbankan/lembaga keuangan 

guna membantu franchisee memeproleh pinjaman untuk 

pengembangan restorannya. 

b. Secara rutin memberikan bimbingan operasional  manajemen, sehingga 

apabila ditemukan kesalahan operasional dapat diatasi dengan segera. 

Pasal 12 draft perjanjian franchise mengenai laporan dijelaskan bahwa : 

1) Franchisee setuju memberikan laporan penjualan secara periodik 

setiap bulan yang diserahkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya 

untuk laporan penjualan bulan sebelumnya. 
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2) Dalam sekali setahun franchisee wajib melaporkan semua transaksi 

keuangan secara tertulis termasuk neraca dan daftar laba rugi secara 

terus-menerus selama masa perjanjian ini. 

3) Laporan tahunan sebagaimana tersebut di atas disiapkan sesuai dengan 

prinsip-prinsip akuntansi paling lambat 30 hari setelah berakhirnya 

tahun yang bersangkutan. Laporan tersebut harus ditandatangani oleh 

penanggungjawab restoran bersama akuntan publik yang ditunjuk oleh 

franchisor. 

4) Membantu pengembangan pasar melalui promosi seperti melalui 

iklan, leaflet atau katalog maupun brosur serta pameran dan penelitian 

dan pengembangan pasar dan produk yang dipasarkan, sehingga 

sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima pasar dengan baik. 

Keterangan yang dicantumkan dalam perjanjian franchise antara 

franchisor dengan franchisee baik dari identitas, kewajiban para pihak, objek 

barang, pembayaran dan penyelesaian hukum merupakan bentuk dari kepastian 

hukum. Kepastian hukum secara normatif merupakan suatu aturan yang dibuat 

dan diundangkan secara pasti karena memberikan pengaturan dengan jelas dan 

logis. Jelas dalam hal ini adalah menjadi sistem norma dengan norma lain 

sehingga tidak kontradiktif, bukan menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) 

dan logis.  

Kepastian hukum menjelaskan kepada berlakunya hukum yang jelas, 

tetap, konsisten dan konsekuen dalam implementasinya tidak mendapatkan 

intervensi atau pengaruh yang bersifat subyektif. Kepastian dan keadilan bukan 
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hanya sebagai tuntutan moral melainkan secara faktual mencirikan hukum. 

Suatu hukum yang tidak memberikan kepastian dan tidak adil merupakan 

hukum yang buruk.
92

 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian 

yaitu:
93

 

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan yang boleh atau tidak boleh untuk dilakukan; 

2. Beruapa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan 

pemerintah karena adanya pengaturan yang bersifat umum maka individu 

dapat mengetahui yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara 

terhadap individu. 

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi 

tentang keadilan. Norma yang memajukan keadilan harus sungguh berfungsi 

sebagai peraturan yang ditaati. Gustav Radbruch menjelaskan keadilan dan 

kepastian hukum merupakan bagian yang tetap dari hukum. Keadilan dan 

kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi 

keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu 

ditaati berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu 

nilai keadilan dan kebahagiaan.
94
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Jenis perjanjian waralaba sekurang-kurangnya harus memuat beberapa 

unsur didalamnya, diantaranya adalah :
95

 

1. Adanya 2 pihak yaitu franchisor (pemberi) dan  franchisee (penerima) 

2. Adanya penawaran dalam wujud paket usaha franchisor 

3. Adaya kerjasama dalam bentuk pengelolaan unit usaha antara pihak 

franchisor dengan franchisee. 

4. Memiliki outlet daripada franchisee 

5. Kontrak tertulis dari para pihak. 

Waralaba harus memiliki syarat dan kriteria yang benar agar dapat 

digolongkan sebagai waralaba yang layak dan sesuai koridor hukum. Peraturan 

kriteria mengenai waralaba diatur secara jelas pada Pasal 3 PP No. 42 Tahun 

2007 Tentang Waralaba yaitu : 

1. Waralaba harus memiliki ciri khas usaha. 

2. Waralaba harus terbukti sudah memiliki dan memberikan keuntungan.  

3. Waralaba harus memiliki standar pelayanan dan standar produk yang dibuat 

secara tertulis. 

4. Sistem bisnis waralaba harus mudah diajarkan dan diaplikasikan. 

5. Adanya dukungan secara  berkesinambungan. 

6. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar. 

Perjanjian franchise Restoran Serba Wenak dapat diartikan sebagai akad 

dalam bisnis Islam, akad memilki arti ikatan atau penghubung antara dua hal, 

dalam arti istilah akad merupakan keinginan diri untuk mengikat dengan suatu 
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yang lain dan menggunakan cara yang memunculkan adanya komitmen 

tertentu yang disyariatkan.
96

 Dengan akad seseorang akan merasa saling 

bertanggung jawab terhadap apa yang telah diakad serta kepada siapa ia 

berakad.  

Lingkup usaha atau bisnis, akad termasuk bagian terpenting bagi pelaku 

dalam menjalankan bisnisnya. Dengan akad, pelaku bisnis akan mendapatkan 

penerangan dalam menjalankan bisnis yang ditekuninya. Sebagaimana ayat 

dibawah ini Allah memerintah memenuhi akad yang telah disebutkan : 

ا اوَْفىُْا ثِ  مَىىُْٰٓ
ٰٓبيَُّهبَ الَّذِيْهَ اه  بلْعُقىُْدَِۗ يه

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”  

(QS. Al-Maidah (5): 1) 

 

Konsep franchise Restoran Serba Wenak pada intinya saling tolong 

menolong yakni menolong unit usaha kecil agar menjadi besar. Perlu 

penekanan dari franchisor untuk menolong dengan memberi bantuan skil dan 

manajemen bisnis, baik berupa konsep bisnis yang telah dipakainya dan 

keterampilan untuk dipakai oleh pihak lain (franchisee) dengan cara transparan 

antar keduanya. Oleh karenanya merupakan suatu kewajiban dalam agama 

Islam terkait menolong antar sesama. Sebagaimana ayat Al-Quran dalam surah 

Al-Maidah ayat (5) yang menerangkan : 

َ شَدِيْدُ الْعِقَبةِ 
َ َۗانَِّ اّللّه

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖوَاتَّقىُا اّللّه  وَلََ تَعَبوَوىُْا عَلًَ الَِْ

 

“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya siksa 

Allah lebih berat”.  

(QS. Al-Maidah (5): 2). 
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Tolong menolong dalam Islam telah diajarkan sejak dahulu pada zaman 

Rasulullah, pada hakikatnya lebih mengedepankan menolong orang lain dalam 

aspek kebaikan. Terpenting bagi franchise Restoran Serba Wenak telah jelas 

membuka peluang pekerjaan bagi orang lain. Dengan begini pengangguran 

semakin terkikis sebab terbukanya lapangan pekerjaan baru.  

Ajaran agama Islam juga menganjurkan umatnya untuk bekerja dengan 

gigih dan tekun supaya kehidupan umatnya menjadi lebih baik, dalam hal ini 

pihak franchisor Restoran Serba Wenak memberikan bekal-bekal atau tips-tips 

jitu kepada franchisee supaya dagangannya laris manis dipasaran, seperti yang 

dijelaskan dalam ayat dibawah ini : 

 

ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُىْلهُٗ وَالْمُؤْمِىىُْنََۗ وَسَتزَُ  هَبدَحِ فَيىَُجِّئكُُمْ ثمَِب كُىْتمُْ وَقلُِ اعْمَلىُْا فَسَيزََي اّللّه لمِِ الْغَيْتِ وَالشَّ ً عه وْنَ الِه  دُّ

 تَعْمَلىُْنَ  

Dan katakanlah (Muhammad): “Bekerjalah kamu maka Allah dan 

rosulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan 

yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yangg kamu kerjakan.” 

(QS. At-Taubah (9: 105). 

 

Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah pasti melihat atau 

menyaksikan prestasi manusia dan Allah akan membalas amal perbuatan itu 

dalam bentuk kekayaan. Demikian pula dengan Rasulullah dan orang-orang 

beriman lainnya juga turut menyaksikan sehingga mereka memberi hak-hak 

kepada kita didunia ini.
97

 Dikuatkan kembali dengan hadis nabi “Tidak ada 

makanan yang dimakan seseorang yang lebih baik dari makanan yang 

merupakan usaha tangannya sendiri dan sesungguhnya nabi Allah Daud 
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makan dari hasil usaha tanganya sendiri. Dalam islam bekerja dibatasi 

dengan dua hal yakni, keikhlasan dan ibtida’ atau mengikuti Rosulullah. 

Hendaknya tujuannya ialah mencari ridho Allah dan mengikuti sunnah 

Rasul.
98

  

Eksistensi bisnis waralaba dalam ekonomi Islam lebih mengedepankan 

prinsip Al-Quran dan Hadist. Konsep franchise Restoran Serba Wenak 

merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik, karena keduanya 

berkewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. Dalam franchise Restoran 

Serba Wenak diperlukan adanya prinsip (Transparansi) keterbukaan dan 

kehati-hatian. Hal ini sangat sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut 

hukum Islam dan larangan transaksi “Gharar” (ketidakjelasan atau keraguan). 

Dan sesuai dengan azas akad yaitu Ash-Shidq (Kejujuran dan Kebenaran) dan 

AI-Kitabah (Tertulis).
99

 

Syirkah adalah nama lain dari bermitra dalam ekonomi Islam. Secara 

bahasa kata syirkah ialah perserikatan dua orang atau lebih. Syirkah bermakna 

kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berbisnis atau terhadap kekayaan. 

Islam telah menyatakan sah dan legal terhadap berbisnis dengan cara bermitra 

atau kerjasama. Dalam bahasa arab syirkah berarti percampuran atau interaksi, 

juga boleh diartikan membagikan sesuatu antara dua orang atua lebih sesuai 

kebiasaan yang ada. Dalam terminologi ilmu fikih dapat diartikan persekutuan 

usaha untuk mengambil hak atau beroperasi. 
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Syirkah dibagi menjadi 2 (dua) bagian diantaranya, syirkah tamlik (sebab 

kepemilikan) dan syirkah uqud (akad dua orang). Sedangkan franchise 

Restoran Serba Wenak ini termasuk dalam syirkah macam kedua yakni syirkah 

uqud (transaksi) yaitu dua orang bersekutu dalam modal dan keuntungan. 

Keduanya sama-sama bermodal, letak perbedaanya ialah dalam hal ini 

franchisor dengan bermodalkan ide kreatif diantaranya merek dagang, logo, 

manajemen usaha dan tenaga pemasaran bekerja seperti pelatihan usaha yang 

akan diberikan kepada franchisee. Begitu pula dengan franchisee cukup 

bermodalkan dana terhadap apa yang akan diwaralabakan tersebut. Keduanya 

saling ikut serta terhadap bisnis waralaba yang akan dijalankan sesuai 

perjanjian yang telah ditetapkan. 

Rukun dalam syirkah ialah ijab dan qobul. Bisa disebut sebagai akad 

yang menentukan adanya syirkah. Sedangkan persyaratan yang harus ada 

dalam syirkah ialah merdeka (dalam Islam merdeka ialah memiliki hak bebas 

atas setiap sesuatu, tidak terikat dengan tuannya atau majikannya. Merdeka 

berarti bebas dalam melakukan sesuatu), baligh (Cukup umur, dewasa, 

mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Serta matang dalam hal 

berpikir). Syirkah dalam waralaba selain berbentuk perserikatan berbagai 

modal dari pemberi waralaba dan penerima waralaba pihak yang bermitra 

berhak ikut terlibat dalam manajemen usaha, para pihak dapat membagi 

pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan. Hal ini terdapat dalam konsep 

perjanjian waralaba yang telah dipaparkan sebelumnya. 
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Rukun dalam syirkah didalamnya terbagi menjadi beberapa bagian yang 

kesemua rukun tersebut berkaitan erat dengan bisnsi sistem waralaba ini. 

Diantaranya yaitu : 

Pertama, Pelaku (dua transaktor) dan keduanya harus memiliki kelayakan 

dalam berbisnis  

Kedua, Objek transaksi yang meliputi modal (harus diketahui dan jelas)  

Ketiga, Usaha (masing-masing pihak bebas dalam mengelola usahanya)  

Keempat, Keuntungan (harus diketahui jumlahnya oleh masing-masing pihak). 

Pemilik rahasia dagang ketika mempercayakan pengelolaan perusahaan 

nya kepada para organ perusahaan yang memiliki posisi-posisi atau jabatan-

jabatan tertentu yang terkait langsung dengan rahasia dagangnya, biasanya 

membuat perjanjian khusus baik tertulis maupun tidak tertulis yang ditujukan 

kepada karyawan untuk menjaga dan tidak membocorkan rahasia dagangnya 

kepada pihak manapun tanpa seizin pemilik rahasia dagang. Secara hukum dan 

etika maka karyawan yang diberikan amanah tersebut wajib menjaga informasi 

rahasia tersebut. Ketika ada salah satu karyawan yang membocorkan rahasia 

dagang milik perusahaan ditempatnya bekerja maka prinsip-prinsip kejujuran 

dalam etika bisnis itu terlanggar dengan sendirinya. 

Jujur merupakan sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang 

diamanatkan, baik itu berupa harta maupun tanggung jawab. Orang yang 

melaksanakan amanah disebut al-Amin, yakni orang yang terpercaya, jujur, 

dan setia. Dinamai al-Amin karena segala sesuatu yang diamanatkan 

kepadanya menjadi aman dan terjamin dari segala bentuk gangguan, baik 
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gangguan yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Sifat  jujur 

dan terpercaya merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam segala aspek 

kehidupan, termasuk kegiatan perusahaan, perniagaan, dan hidup 

bermasyarakat. Rahasia dagang yang diamanatkan harus dijaga oleh seluruh 

organ perusahaan yang diberikan tanggung jawab, baik gangguan dari dalam 

dirinya sendiri atau bujukan dari perusahaan pesaing. 

Berlakunya kedudukan Klausul Non Kompetisi bagi para pihak 

sepanjang tidak dimaknai sebagai sebuah klausul yang memberatkan salah satu 

pihak merupakan perjanjian yang sah, syarat-syarat mengenai sahnya 

perjanjian berupa cakap,sepakat,mengenai hal tertentu, dan sebab yang halal 

telah diketahui para pihak yakni penerima waralaba dengan pemberi waralaba 

diawal saat akan dilakukannya penandatanganan kontrak. 

Solusi untuk pemberi waralaba terhadap berlakunya Klausul Non 

Kompetisi yaitu pertama untuk menjamin kerahasiaan sistem dagang, kedua 

memberi jaminan bahwa terjaganya mutu kualitas produk/merk milik 

perusahaan pemberi waralaba tersebut. Sedangkan solusi untuk penerima 

waralaba terhadap Klausul Non Kompetisi yaitu lebih dipersingkat 

lagi/diperpendek masa berlakunya klausul tersebut yang awalnya berlaku 2 

tahun (24 bulan) sejak pihak penerima waralaba (Franchisee) tidak 

melanjutkan kerjasama franchise lagi dengan pemberi waralaba (Franchisor) 

dipotong menjadi cukup 3-6 bulan saja agar penerima waralaba bisa segera 

mendirikan usaha yang sebidang/sejenis namun dengan nama merk atau 
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produk yang berbeda. Hal tersebut dapat menciptakan keseimbangan ekonomi 

yang sama sesuai amanat undang-undang dasar. 

C. Contoh Akta Perjanjian Waralaba  

DRAFT PERJANJIAN RESTORAN SERBA WENAK 

Yang bertanda-tangan di bawah ini : 

1. DRS. M. ADUNG DARMADUNG, Direktur Restoran Serba Wenak 

beralamat di Jl. Raja Panjang No. 221 Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dalam 

hal ini bertindak untuk dan atas nama Restoran Serba Wenak selaku 

pemberi Franchise dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Franchisor. 

2. LENI MARLENI, Swasta, beralamat di Jl. Van Java No. 32 Radio Dalam 

Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku 

penerima Franchise dalam perjnjian selanjutnya disebut Franchisee. 

Pada hari ini Kamis, tanggal dua belas bulan enam tahun dua ribu delapan (12-

06-2008) bertempat di kantor Restoran Serba Wenak di alamat tersebut di atas 

Franchisor dan Franchisee sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian 

kerja sama Franchise dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai 

berikut : 

a. Bahwa Franchisor adalah restoran yang menyajikan makanan siap saji 

yang dikenal dengan nama Restoran Serba Wenak. 

b. Bahwa Franchisor setuju memberikan izin dan membantu Franchisee 

menjual dan menyajikan makanan Serba Wenak untuk wilayah Jakarta 

Selatan. 
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c. Bahwa Franchisee berjanji akan mengawasi, menjaga dan mengendalikan 

mutu makanan Serba Wenak serta memberikan pelayanan terbaik bagi 

setiap konsumen sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Franchisor. 

d. Bahwa Franchisor memberikan hak ekslusif kepada Franchisee untuk 

membuka restoran yang menyediakan dan menyajikan makanan siap saji 

yang ditetapkan Franchisor di seluruh wilayah Jakarta Selatan. 

e. Franchisor memberikan izin kepada Franchisee dengan nama Restoran 

Serba Wenak untuk itu Franchisee dapat menggunakan merek dan sistem 

secara bersamaan dengan Franchisee lainnya yang sudah diizinkan oleh 

Franchisor sebelumnya. 

f. Franchisee setuju membeli dan menjalankan serta mematuhi semua 

ketetapan dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Franchisor. 

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah ditetapkan di atas dengan ini Franchisor 

dan Franchisee sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini dalam bentuk 

kerjasama yang untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian dengan syarat-

syarat dan ketentuan sebagai berikut : 

Pasal 1 

Syarat-Syarat 

1) Franchisee menyatakan bahwa untuk memenuhi seluruh persyaratan yang 

ditetapkah oleh Franchisor antara lain : 

2) Memiliki tempat usaha baik milik sendiri atau hak sewa minimal 5 (lima) 

tahun seluas 400 meter npersegi dengan desain sebagaimana terlampir. 
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3) Menyediakan fasilitas parkir yang memadai minimal untuk 15 (limabelas) 

kendaraan roda 4 (empat) dan 50 (limapuluh) kendaraan roda 2 (dua) serta 

menyediakan minimal 1 (satu) toilet untuk konsumen. 

4) Menyediakan modal awal usaha sebesar Rp. 300.000.000 (tigaratus juta 

rupiah) dan uang jaminan sebesar Rp. 35.000.000 (tigapuluh lima juta 

rupiah) yang harus disetor ke rekening Franchisor. 

5) Tidak akan menyediakan dan menyajikan makanan lain dan atau usaha lain 

selain makanan Serba Wenak yang ditetapkan oleh Franchisor. 

Pasal 2 

Franchisee Fee dan Royalti 

1) Franchisee setuju membayar Franchise Fee sebesar Rp. 50.000.000 

(limapuluh juta rupiah), pembayaran mana dilakukan pada saat perjanjian 

ini ditandatangani. 

2) Franchisor berhak mendapatkan royalty sebesar 2% (dua persen) dari omzet 

penjualan setiap restoran yang dibayarkan pada setiap tanggal 25 setiap 

bulannya untuk penjualan bulan sebelumnya. 

3) Untuk keperluan promosi secara nasional produk Serba Wenak, Franchisee 

bersedia membayar marketing fee sebesar 1% (satu persen) dari omzet 

penjualan kepada Franchisor. 

4) Marketing fee sebagaimana diatur dalam ayat 3 pasal ini semata-mata hanya 

dipergunakan oleh Franchisor untuk mempromosikan produk-produk Serba 

Wenak secara nasional yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran 

royalti. 
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Pasal 3 

Sengketa dengan Pihak Ketiga 

Franchisee tidak akan melibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung 

Franchisor bila Franchisee terlibat tuntutan hukum dan/atau non hukum yang 

dilakukan oleh pihak lain berkaitan dengan usaha restoran yang dikelolanya. 

Pasal 4 

Jam Buka Restoran 

1) Pada tiga bulan pertama sejak perjanjian ini ditandatangani Franchisee akan 

membuka dan mengoperasikan restoran di Jl. Kutuloncat No. 33 Radio 

Dalam, Jakarta Selatan dan selanjutnya secara bertahap akan membuka 2 

(dua cabang) antara lain: 

a) cabang Ciputat tepat di depan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

Selatan. 

b) cabang Lebak Bulus tepat di samping Perpustakaan Iman Jamak Lebak 

Bulus Jakarta Selatan. 

2) Franchisee tidak diperkenankan memindahkan alamat restoran ke tempat 

lain tanpa persetujuan tertulis dari Franchisor. 

3) Dalam hal Franchisor memberikan izin pemindahan lokasi restoran, maka 

Franchisee wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp. 4.000.000 

(empat juta rupiah). Atas seluruh biaya baik renovasi, izin, pajak dan biaya 

apapun yang timbul akibat perpindahan lokasi dan ditanggung oleh 

Franchisee sendiri. 
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Pasal 5 

Kewajiban Franchisor 

Selama perjanjian ini berlangsung Franchisor berkewajiban untuk : 

1) Memberikan panduan operasional pengelolaan restoran kepada franchisee 

dan menyediakan secara Cuma-Cuma pengetahuan tentang manajemen 

pengelolaan dan teknik penyajian menu Serba Wenak. 

2) Menyediakan desain interior, peleatih dan materi pelatihan untuk para 

pekerja restoran franchisee atas biaya franchisor sendiri. 

3) Menyelenggarakan program pelatihan untuk franchisee secara 

berkesinambungan dan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. 

4) Memberikan konsultasi gratis kepada franchisee apabila restoran franchisee 

berada dalam keadaan krisis yang dapat menyebabkan tutupnya atau 

berhentinya bisnis restoran franchisee. 

5) Memberikan rekomendasi kepada pihak perbankan/lembaga keuangan guna 

membentu franchisee memeproleh pinjaman untuk pengembangan 

restorannya. 

Pasal 6 

Kewajiban Franchisee 

1) Seluruh biaya untuk pengadaan perabotan untuk keperluan restoran serta 

bahan-bahan baku pembuat menu Serba Wenak yang sesuai dengan standar 

franchisor serta biaya-biaya lain seperti pengurusan perizinan atas 

pembukaan dan pengoperasian restoran menjadi tanggungan franchisee 

sendiri. 
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2) Franchisee setuju bahwa pengadaan brosur, kartu nama, formulir, kwitansi, 

seragam, bahan/atau alat promosi dan benda-benda lain yang diperlukan 

untuk menunjang usaha restoran, franchisee sepakat untuk membeli dari 

franchisor atas biaya franchisee. 

3) Franchisee atau pekerja yang dipekerjakan oleh franchisee pada restoran 

yang dimaksudkan dalam perjanjian ini wajib mengikuti program pelatihan 

dna kerja praktek yang diselenggarakan franchisor atas biaya franchisee. 

Pasal 7 

Biaya-Biaya 

1) Franchisee sestuju membayar kepada franchisor semua biaya dan iuran 

sesuai dengan perjanjian ini termasuk biaya atau tagihan tambahan atas 

semua produk atau jasa-jasa yang diberikan atau akan diberikan kepada 

franchisor. Setiap pembayaran yang terlambat akan dikenakan denda 

keterlambatan sebesar 1% per hari untuk paling lama satu bulan. 

2) Franchisee setuju untuk biaya penyelenggaraan seminar, 

workshop/pelatihan dan pertemuan bulanan dan/atau tahunan yang 

diselenggarakan franchisor bersama-sama dengan franchisee lainnya. 

Pasal 8 

Pajak 

Setiap pembayaran yang dilakukan oleh franchisee kepada franchisor yang atas 

pembayaran tersebut franchisor dibebani pajak sesusai dengan kegtentuan 

peraturan perundang-undangan, maka beban pajak tersebut ditanggung oleh 

franchisee. 
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Pasal 9 

Perubahan Sistem 

Franchisor berhak untuk mengubah dan menyesuaikan system marketing, 

termasuk penentuan adanya pemakaian nama dagang, tanda dagang, tanda 

pelayanan baru, identifikasi baru, produk dan menu-menu baru yang dilakukan 

dengan itikad baik demi usaha franchisee. 

Pasal 10 

Jangka Waktu 

Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani 

yakni tanggal 12 Juni 2008 dan berakhir pada tanggal 11 Juni 2013 dan atas 

kesepakatan kedua belah pihak dapat diperpanjang dngan syarat dan jangka 

waktu yang akan ditetapkan kemudian. 

Pasal 11 

Kuasa 

1) Franchisee dengan ini memberikan kuasa kepada franchisor untuk sewaktu-

waktu seuai dengan keinginan franchisor untuk memeriksa dan atau 

mengaudit segala catatan dan pembukuan franchisee tanpa pengecualian 

apapun juga. 

2) Seluruh biaya audit dan biaya lain termasuk biaya pengacara dibayar dalam 

proses pemeriksaan dan atau audit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

sepenuhnya ditanggung oleh franchisee. 
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Pasal 12 

Laporan 

1) Franchisee setuju memberikan laporan penjualan secara periodic setiap 

bulan yang diserahkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya untuk 

laporan penjualan bulan sebelumnya. 

2) Dalam sekali setahun franchisee wajib melaporkan semua transaksi 

keuangan secara tertulis termasuk neraca dan daftar laba rugi secara terus-

menerus selama masa perjanjian ini. 

3) Laporan tahunan sebagaimana tersebut di atas disiapkan sesuai dengan 

prinsip-prinsip akuntansi paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun 

yang bersangkutan. Laporan tersebut harus ditandatangani oleh 

penanggungjawab restoran bersama akuntan publik yang ditunjuk oleh 

franchisor. 

Pasal 13 

Rahasia Dagang 

Franchisee diwajibkan untuk merahasiakan sistem, manajemen dan cara-cara 

pengelolaan restoran yang didapat dari franchisor selama dalam masa 

perjanjian ini berlangsung maupun telah berakhir. 

Pasal 14 

Pembatalan 

Franchisor dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini karena hal-hal 

berikut : 
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1) Apabila franchisee lalai dan atau tidak melakukan kewajibannya yang diatur 

dalam eprjanjian ini padahal sudah diberikan peringatan ketiga oleh 

franchisor namun masih melakukan pelanggaran baik berbeda maupun yang 

sama, pelanggaran mana yang dianggap serius sebagaimana tertulis dalam 

surat peringatan/teguran yang menurut ukuran franchisor. 

2) Apabila franchisee bangkrut atau dinyatakan pailit kecuali jika franchisee 

dengan segera memenuhi kembali semua kewajiban-kewajiban yang 

ditetapkan dalam perjanjian ini. 

3) Dalam hal perjanjian ini diakhiri atau dibatalkan, franchisee berkewajiban 

untuk : 

a) Membayar kepada franchisor dengan segera seluruh jumlah hutang-

hutangnya sekaligus dan lunas dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari 

setelah tanggal perjanjian ini berakhir. 

b) Tidak menuntut dan meminta kembali franchise fee dan biaya-biaya lain 

yang sudah dikeluarkan beserta bunganya. 

c) Dengan segera dan secara tetap menghentikan penggunaan semua tanda 

milik/label franchisor. 

d) Franchisee tidak diperkenankan mempromosikan atau menngiklankan 

restorannya dengan menggunakan nama dan merek franchisor. 

e) Franchisee dengan segera mengembalikan kepada franchisor semua buku 

manual penuntun, video, kaset, formulir atau peralatan dan barang-

barang cetakan yang berisi tanda-tanda paroduk makanan milik 

franchisor paling lambat 14 hari setelah perjanjian ini berakhir. 
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f) Franchisee memberikan kuasa penuh kepada franchisor melakukan 

pemeriksaan/inspeksi dan memasuki restoran franchisee serta mengambil 

tanda-tanda yang bercirikan merek franchisor. 

Pasal 15 

Penyelesaian Perselisihan 

Apabila timbul sengketa diantara kedua belah pihak akibat dari perjanjian ini 

akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila dalam 

musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan maka 

kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan karenanya kedua 

belah pihak memilih domisili hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan 

Pengalidan Negeri Jakarta Barat. 

Pasal 16 

Penutup 

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam 

keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun 

serta dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang 

sama.  

Dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 Juni tahun 2008. 

 

Franchisee       Franchisor 

 

 

Leni Marleni      Drs. Adung Darmadung 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari 

aspek perlindungan hukum bisnis franchise yang berlangsung di Indonesia dan 

kedudukan klausul non kompetisi terhadap pasal 1320 KUHPerdata serta 

contoh aktanya : 

1.          Perjanjian franchise merupakan perjanjian istimewa bagi para pihak 

yang terikat didalamnya, karena berkaitan dengan hak-hak kekayaan 

intelektual. Adanya keharusan untuk mencantumkan klausula minimal 

dalam perjanjian waralaba yaitu berupa klausul non kompetisi, hal tersebut 

dapat menciptakan keseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian 

terutama bagi franchisor karena berkaitan dengan rahasia dagang 

perusahaan sekaligus memberikan perlindungan hukum. 

Perlindungan hukum akibat klausul non kompetisi boleh dicantumkan 

dalam perjanjian warlaba dengan tujuan untuk melindungi HKI/Rahasia 

Dagang franchisor. Hal tersebut tertuang dalam pedoman Pasal 50 huruf b 

UU No. 5 Tahun 1999. Dalam Regulation 330/2010 larangan untuk tidak 

berkompetisi bisa diberlakukan pada saat berlakunya perjanjian dan saat 

berakhirnya perjanjian. Perjanjian waralaba melarang Leni Marleni 

(franchisee) untuk melakukan usaha yang sama dibidang restoran siap saji 

dengan yang dijalankan pihak Restoran Serba Wenak (franchisor) selama 

berlakunya perjanjian dan sekurang-kurangya 2 (dua) tahun setelah 
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berakhirnya perjanjian. Tujuan dari ketentuan ini guna menjaga kerahasiaan 

panduan, sistem dan manajemen yang diberikan franchisor. 

Franchisee, seluruh karyawan, atau pihak-pihak yang mendapat 

wewenang dari franchisee wajib untuk merahasiakan panduan, sistem, dan 

pengoperasian selama jangka waktu perjanjian waralaba berlangsung 

maupun telah berakhir. Selain itu franchisee dilarang secara langsung atau 

tidak langsung menjalankan, mengoperasikan, mendirikan usaha-usaha 

sejenis atau yang sama dengan yang dijalankan franchisor selama 

berlakunya perjanjian serta dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak 

tanggal berakhirnya perjanjian.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai perlindungan 

hukum akibat klausul non kompetisi dalam perjanjian franchise (waralaba) 

Restoran Serba Wenak dijelaskan dalam Pasal 13 draft kontrak franchise 

mengenai rahasia dagang bahwa franchisee diwajibkan untuk merahasiakan 

sistem, manajemen dan cara-cara pengelolaan restoran yang didapat dari 

franchisor selama dalam masa perjanjian berlangsung maupun telah 

berakhir. Kemudian Pasal 16 draft perjanjian franchise Restoran Serba 

Wenak tentang Penyelesaian Perselisihan bahwa apabila timbul sengketa 

diantara kedua belah pihak akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan 

secara musyawarah dan mufakat. Apabila dalam musyawarah untuk 

mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah 

pihak akan menyelesaikan secara hukum dan karenanya kedua belah pihak 

memilih domisili hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan 



98 

 

 
 

Negeri Jakarta Barat. Penyelesaian sengketa yang tertuang dalam perjanjian 

franchise (waralaba) merupakan bentuk perlindungan hukum.  

2.          Kedudukan Klausul Non Kompetisi didalam perjanjian waralaba 

antara Restoran Serba Wenak dan Ibu Leni Marleni tidak melanggar 

persaingan usaha. Adanya penerapan Klausul non kompetisi pun telah 

disepakati oleh pihak penerima waralaba diawal saat akan 

ditandatanganinya perjanjian maka kata Sepakat dalam hal ini telah 

terpenuhi. Klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut dibatasi oleh 

pedoman Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 namun klausul tersebut 

tidak melanggar prinsip persaingan usaha, sebab klausul itu dibuat untuk 

melindungi kepentingan Restoran Serba Wenak dan Ibu Leni Marleni 

sebagai pemberi dan penerima waralaba bukan untuk menghambat 

persaingan. Dengan tidak dilanggarnya hukum persaingan usaha dalam 

perjanjian waralaba ini terkait dengan persyaratan sebab yang halal maka 

dapat dikatakan bahwa perjanjian antara Restoran Serba Wenak dengan Ibu 

Leni Marleni dibuat dengan mematuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur 

dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sehingga perjanjian waralaba antara 

Restoran Serba Wenak dan Ibu Leni Marleni merupakan perjanjian yang sah 

menurut hukum. 

Salah satu Karakteristik daripada franchise Restoran Serba Wenak 

diantaranya adalah harus ada suatu perjanjian (kontrak) tertulis, dalam hal 

ini perjanjian franchise Restoran Serba Wenak dituangkan dalam akta 

perjanjian yang telah disepakati oleh pihak franchisor/pemberi waralaba 
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yang diwakili oleh direktur perusahaan Bapak Drs. M. Adung Darmadung 

dengan pihak franchisee/penerima waralaba yaitu Ibu Leni Marleni, disini 

melalui perwakilan kepentingan yang seimbang (adil) antara franchisor 

dengan  franchisee. Kontrak tersebut lah yang menjadi objek perjanjian 

karena didalamnya terdapat aturan-aturan untuk menjalankan roda usaha 

sehingga rumusan suatu hal tertentu telah terpenuhi. 

3.          Perjanjian Waralaba Restoran Serba Wenak dilakukan secara tertulis 

antara Drs. M. Adung Darmadung, selaku Direktur Restoran Serba Wenak 

sebagai pihak pemberi waralaba (franchisor) dengan Leni Marleni sebagai 

pihak penerima waralaba (franchisee). Adapun isi perjanjian tersebut yakni 

memuat 1) Pasal 1 tentang syarat-syarat; 2) Pasal 2 tentang Franchisee Fee 

dan Royalti; 3) Pasal 3 tentang Sengketa dengan Pihak Ketiga; 4) Pasal 4 

Jam Buka Restoran; 5) Pasal 5 tentang Kewajiban Franchisor; 6) Pasal 6 

Kewajiban Franchisee; 7) Pasal 7 tentang Biaya-biaya; 8) Pasal tentang 

Pajak; 9) Pasal 9 tentang Perubahan Sistem; 10) Pasal 10 tentang Jangka 

Waktu; 11) Pasal 11 tentang Kuasa; 12) Pasal 12 tentang Laporan; 13) 

Pasal 13 tentang Rahasia Dagang; 14) Pasal 14 tentang Pembatalan; 15) 

Pasal 15 tentang Penyelesaian Perselisihan; 16) Pasal 16 tentang Penutup. 
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B. Saran 

1.             Perlindungan hukum terhadap model bisnis waralaba memang 

seyognya harus diatur secara mendetail oleh para pembuat kebijkan di 

Negeri ini, karena saking banyaknya para investor atau pengusaha yang 

semakin menjamur di era modern seperti saat ini terlebih semakin 

meningkatnya model pemasaran dan pelaksanaan bisnis waralaba yang 

berbasis digital aturan mengenai cyber franchise harus diciptakan kedepan 

guna menjamin kelancaran lalu-lintas kegiatan usaha. 

2.         Bisnis Waralaba memang bisnis yang banyak diminati oleh pengusaha 

pemula maupun kaum muda milenial saat ini, sebagai bentuk dari wujud 

penghargaan terhadap bisnis franchise yang telah populer dikalangan 

masyarakat maka adanya kebijakan rahasia dagang merupakan hal yang 

lumrah. Terlebih hal tersebut untuk menjaga supaya kelangsungan usaha 

bertahan lama. Diharapkan untuk para pengusaha franchise agar tetap 

mematuhi segala aturan yang telah disepakati diawal dan menjunjung tinggi 

sportifitas dalam menjalankan roda bisnis. 

3.         Akta perjanjian waralaba yang dibuat oleh para pihak sudah cukup 

bagus, hal tersebut telah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika 

kehidupan berbisnis di masyarakat. Perjanjian yang dibuat harus bisa 

mengakomodir kebutuhaan semua pihak yang terlibat termasuk calon 

konsumen nantinya. 
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